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2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6633); 

6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 
2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 
Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 
2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 
Nomor 5 Seri E); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA 
RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, 
KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Mataram. 
2. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram. 
3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang 
dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kota yang dipimpin oleh 
Camat. 

6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah 
dalam wilayah kerja kecamatan. 

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan 
ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu 
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, 
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 

8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang. 
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan 

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara 
hirarkis memiliki hubungan fungsional. 

10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu 
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung 
dan peruntukan ruang untuk fungsi Budi Daya. 

11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata 

Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan 
Ruang. 

13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur 
ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui 
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan tertib Tata Ruang. 

15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya 
disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan 
Pemanfaatan Ruang dengan RTR. 
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16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR 
adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah 
kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota. 

17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah 
bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis 
kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai 
arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten/Kota 
yang bersangkutan. 

18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP 
adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan 
terdiri atas beberapa Blok.  

19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan 
karakteristik spesifik. 

20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi 
dan karakteristik tertetu yang merupakan pendetailan dari fungsi 
karakteristik pada Zona yang bersangkutan. 

21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya 
oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, 
selokan, saluran, irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, 
dan pantai atau yang belum nyata rencana jaringan jalan dan 
rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan 
rencana kota.  

22. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 
sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta 
budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 

23. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi 
utama untuk didudidayakan atas dasar kondisi dan potensi 
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya 
buatan. 

24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 
mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, 
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah 
maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan 
aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan 
estetika. 

25. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah 
ketentutan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan 
Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap 
Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR. 

26. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk 
mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan 
pembangunan. 

27. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya 
disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan 
Pemanfaatan Ruang dengan RTR. 

 
 
  



  

5 
 

28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan 
daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam 
Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

29. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang 
termasuk masyarakat hukum adat, koorporasi, dan/atau 
pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penataan 
ruang.  

 
BAB II 

RUANG LINGKUP 
 

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup  

 
Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi: 
a. tujuan penataan WP; 
b. rencana Struktur Ruang; 
c. rencana Pola Ruang; 
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; 
e. PZ; dan 
f. kelembagaan. 

 
Bagian Kedua 

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan 
 

Pasal 3 
(1) Deliniasi WP Ampenan, Sekarbela, Mataram, dan Selaprang 

ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek administrasi dengan 
luas 3.951,78 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu koma 
tujuh delapan) hektare. 

(2) WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 
mendukung PKN Kawasan Perkotaan Mataram Raya. 

(3) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok;  
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cakranegara 

dan Kecamatan Sandubaya;  
c. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat; 

dan 
d. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat. 

(4) Deliniasi WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. seluruh Kecamatan Ampenan; 
b. seluruh Kecamatan Sekarbela; 
c. seluruh Kecamatan Mataram; dan 
d. seluruh Kecamatan Selaprang. 
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(5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 
4 (empat) SWP terdiri atas: 
a. SWP I.A mencakup Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan 

Utara, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan Tengah, 
Kelurahan Pejeruk, Kelurahan Pajarakan Karya, Kelurahan 
Kebun Sari, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, 
Kelurahan Taman Sari di Kecamatan Ampenan yang terdiri 
atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, 
Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok 
I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok 
I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok 
I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; 

b. SWP I.B mencakup Kelurahan Tanjung Karang Permai, 
Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang, 
Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Jempong Baru di 
Kecamatan Sekarbela yang terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, 
Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok 
I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok 
I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok 
I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, I.Blok I.B.22, 
Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27, 
Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, 
Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok 
I.B.37; 

c. SWP I.C mencakup Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Mataram 
Timur, Kelurahan Punia, Kelurahan Pagesangan Barat, 
Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, 
Kelurahan Pagutan Barat, Kelurahan Pagutan Timur, dan 
Kelurahan Pagutan di Kecamatan Mataram yang terdiri atas 
Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok 
I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok 
I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok 
I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok 
I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok 
I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan 
Blok I.C.31; dan 

d. SWP I.D mencakup Kelurahan Rembiga, Kelurahan Karang 
Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Monjok, 
Kelurahan Monjok Timur, Kelurahan Mataram Barat, 
Kelurahan Gomong, Kelurahan Dasan Agung, dan Kelurahan 
Dasan Agung Baru di Kecamatan Selaprang yang terdiri ata 
Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok 
I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok 
I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok 
I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok 
I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok 
I.D.26, dan Blok I.D.27. 
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(6) Delineasi WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
Pembagian SWP dan Blok pada WP I sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan 
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

 
BAB III 

TUJUAN PENATAAN WP 
 

Pasal 4 
Tujuan Penataan WP I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
a, yaitu mewujudkan Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, 
Kecamatan Mataram, dan Kecamatan Selaprang sebagai PKN 
Mataram Raya berbasis pendidikan, pengembangan simpul 
perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang berlandasakan 
keberagaman budaya, tangguh bencana, dan berkelanjutan. 

 
BAB IV 

RENCANA STRUKTUR RUANG 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 5 

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf b, terdiri atas: 
a. rencana pengembangan pusat pelayanan; 
b. rencana jaringan transportasi; dan 
c. rencana jaringan prasarana. 

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail 
informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 

 
Bagian Kedua 

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan 
 

Pasal 6 
(1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berada di dalam PKN 
Kawasan Perkotaan Mataram Raya, terdiri atas:  
a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; 
b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan 
c. pusat pelayanan lingkungan. 
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(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan 
b. SWP I.D pada Blok I.D.25. 

(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di: 
a. SWP I.B pada Blok I.B.3;  
b. SWP I.B pada Blok I.B.24; dan 
c. SWP I.D pada Blok I.D.4. 

(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.17, Blok I.A.20, dan Blok I.A.24; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.11 dan Blok I.B.18; 
c. SWP I.C pada Blok I.C.10, Blok I.C.13, Blok I.C.16, Blok 

I.C.24, dan Blok I.C.28; dan 
d. SWP I.D pada Blok I.D.19. 

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri 
dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
Bagian Ketiga 

Rencana Jaringan Transportasi 
 

Paragraf 1 
Umum 

 
Pasal 7 

(1) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas: 
a. jalan umum; 
b. terminal penumpang; 
c. jembatan; 
d. halte; dan  
e. terminal khusus. 

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam 
Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini 

 
Paragraf 2 

Jalan Umum 
 

Pasal 8 
(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf 

a, terdiri atas: 
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a. jalan arteri primer; 
b. jalan arteri sekunder; 
c. jalan kolektor primer; 
d. jalan kolektor sekunder; 
e. jalan lingkungan primer; dan 
f. jalan lingkungan sekunder. 

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
meliputi: 
a. jln. Adi Sucipto/Ampenan - Selaprang melintas di SWP I.A, 

SWP I.B, dan SWP I.D; 
b. jln. Adi Sucipto/Selaprang - Rembiga (Jln. Sudirman) 

melintas di SWP I.D; 
c. jln. Energi (Mataram) melintas di SWP I.A; 
d. jln. Saleh Sungkar 1 (Mataram) melintas di SWP I.A; 
e. jln. Sudirman (Mataram) melintas di SWP I.D; 
f. jln. Arya Banjar Getas (Mataram) melintas di SWP I.A dan 

SWP I.B; 
g. jln. Dr. Sujono (Mataram) melintas di SWP I.B dan SWP I.C; 

dan 
h. ruas jalan Mataram - Gerung atau yang dikenal dengan nama 

ruas jalan HR. Muhammad Ruslan Tjakraningrat melintas di 
SWP I.B. 

(3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, terdiri atas: 
a. jln. Abdul Kadir Munsyi melintas di SWP I.C; dan 
b. jln. Amir Hamzah melintas di SWP I.C. 

(4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c sesuai dengan kewenangannya, terdiri atas:  
a. jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram) melintas di SWP I.A; 
b. jln. Yos Sudarso melintas di SWP I.A; 
c. jln. Langko melintas di SWP I.A dan SWP I.D; 
d. jln. Udayana / Junction - Selaprang melintas di SWP I.A dan 

SWP I.D;  
e. jln. R. Suprapto melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.D; 
f. jln. Panji Tilar Negara melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D;  
g. jln. Majapahit melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan 

SWP I.D;   
h. jln. Sultan Salahudin melintas di SWP I.B; 
i. ruas jalan Mapak - Parampuan melintas di SWP I.B;  
j. ruas jalan Parampuan - Kebon Ayu - Lembar melintas di SWP 

I.B; 
k. jln. Gajah Mada melintas di SWP I.B dan SWP I.C;  
l. jln. Sultan Kaharudin melintas di SWP I.B dan SWP I.C; 
m. jln. TM. Rais (Mataram) melintas di SWP I.B dan SWP I.C; 
n. jln. T. Ali Batu (Mataram) melintas di SWP I.C. 
o. jln. Bung Karno melintas di SWP I.C; 
p. jln. A. Rahman Hakim melintas di SWP I.C; 
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q. jln. Sriwijaya melintas di SWP I.C; 
r. jln. TGH. Bangkol melintas di SWP I.C; 
s. jln. I Gusti Ketut Jelantik Gosa melintas di SWP I.C;  
t. jln. Bung Hatta melintas di SWP I.C dan SWP I.D; 
u. jln. DR. Sutomo / Mataram - Rembiga melintas di SWP I.C 

dan SWP I.D; 
v. jln. Pejanggik melintas di SWP I.C dan SWP I.D; 
w. jln. WR. Supratman melintas di SWP I.C dan SWP I.D; 
x. jln. Caturwarga melintas di SWP I.C dan SWP I.D; 
y. jln. Erlangga melintas di SWP I.C dan SWP I.D; 
z. jln. Dr. Wahidin (Bts. Kota) melintas di SWP I.D;  
aa. jln. Ade Irma Suryani melintas di SWP I.D; 
ab. jln. Pendidikan melintas di SWP I.D; 
ac. jln. RA. Kartini melintas di SWP I.D; 
ad. ruas jalan Selaprang - Gunungsari melintas di SWP I.D. 

(5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, terdiri atas:  
a. jln. Industri melintas di SWP I.A; 
b. jln. Koperasi melintas di SWP I.A; 
c. jln. Niaga melintas di SWP I.A; 
d. jln. Pabean melintas di SWP I.A; 
e. jln. Gili Gede melintas di SWP I.A dan SWP I.D;  
f. jln. Gili Trawangan melintas di SWP I.A dan SWP I.D; 
g. jln. Imam Syafi'i - Datu Tuan melintas di SWP I.B; 
h. jln. Jempong - Geguntur (Jln. H. Naim) melintas di SWP I.B; 
i. jln. Kompleks Geguntur - H.M Ruslan II (Jln. Geguntur Raya) 

melintas di SWP I.B; 
j. jln. Swadana/TGH. Rafii Hamdani melintas di SWP I.B; 
k. jln. Swakarsa melintas di SWP I.B; 
l. jln. Swasembada melintas di SWP I.B; 
m. jln. Swadaya melintas di SWP I.B dan SWP I.C; 
n. jln. Banda Seraya melintas di SWP I.B dan SWP I.C; 
o. jln. Merdeka Raya melintas di SWP I.B dan SWP I.C; 
p. jln. Swakarya melintas di SWP I.B dan SWP I.D; 
q. jln. Batu Bolong melintas di SWP I.C; 
r. jln. Darul Hikmah Karang Genteng melintas di SWP I.C; 
s. jln. KH. Ahmad Dahlan melintas di SWP I.C; 
t. jln. Nuraksa melintas di SWP I.C; 
u. jln. Pariwisata melintas di SWP I.C; 
v. jln. Raden Mas Panji Anom melintas di SWP I.C; 
w. jln. Sapta Pesona melintas di SWP I.C; 
x. jln. Transmigrasi melintas di SWP I.C; 
y. jln. Pramuka melintas di SWP I.C dan SWP I.D; 
z. jln. Dakota melintas di SWP I.D; 
aa. jln. Pemuda melintas di SWP I.D; dan 
ab. jalan kolektor sekunder lainnya yang melintas di SWP I.C. 
 
 
 

  



  

11 
 

(6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D. 

(7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D. 
 

Paragraf 3 
Terminal Penumpang 

 
Pasal 9 

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf b, berupa terminal penumpang tipe C. 

(2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), meliputi: 
a. terminal Bintaro di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan 
b. terminal Sekarbela di SWP I.B pada Blok I.B.23. 

 
Paragraf 4 
Jembatan 

 
Pasal 10 

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, 
meliputi: 
a. jembatan Meninting A di SWP I.A pada Blok I.A.2; 
b. jembatan Meninting B di SWP I.A pada Blok I.A.1; 
c. jembatan Kali Jangkok A di SWP I.A pada Blok I.A.10 dan SWP 

I.D pada Blok I.D.18; 
d. jembatan Kali Jangkok B di SWP I.A pada Blok I.A.10 dan SWP 

I.D pada Blok I.D.18; 
e. jembatan KP Banjar di SWP I.A pada Blok I.A.10; 
f. jembatan Udayana I di SWP I.A pada Blok I.A.19; 
g. jembatan Udayana II di SWP I.D pada Blok I.D.15; 
h. jembatan Batu Dawe di SWP I.A pada Blok I.A.24 dan SWP I.B 

pada Blok I.B.3; 
i. jembatan Batu Dawe A di SWP I.B pada Blok I.B.3; 
j. jembatan Batu Dawe B di SWP I.C pada Blok I.C.5; 
k. jembatan Slab Culvert / XX di SWP I.B pada Blok I.B.6; 
l. jembatan TJ Karang I di SWP I.B pada Blok I.B.7;  
m. jembatan Tanjung Karang II di SWP I.B pada Blok I.B.7 
n. jembatan Loang Balok A di SWP I.B pada Blok I.B.18; 
o. jembatan Loang Balok B terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.18; 
p. jembatan Seraye I A di SWP I.C pada Blok I.C.29; 
q. jembatan Seraye I B di SWP I.B pada Blok I.B.33; 
r. jembatan Kali Ancar di SWP I.C pada Blok I.C.1; 
s. jembatan Bung Hatta di SWP I.C pada Blok I.C.2; 
t. jembatan Gorong - Gorong / XX di SWP I.C pada Blok I.C.2; 
u. jembatan XXX A di SWP I.C pada Blok I.C.3; 
v. jembatan Kr. Bedil di SWP I.C pada Blok I.C.4; 
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w. jembatan Karang Sukun di SWP I.C pada Blok I.C.4; 
x. jembatan Guru Bangkol di SWP I.C pada Blok I.C.13; 
y. jembatan Bungkarno di SWP I.C pada Blok I.C.13; 
z. jembatan Gorong - Gorong 1 / XX 1 di SWP I.C pada Blok I.C.14; 
aa. jembatan Gorong - Gorong 2 / XX 2 terdapat di SWP I.C pada 

Blok I.C.14; 
ab.  jembatan Bernyok A di SWP I.C pada Blok I.C.16; 
ac. jembatan Bernyok B di SWP I.C pada Blok I.C.16 
ad. jembatan Pesongoran di SWP I.C pada Blok I.C.19; 
ae. jembatan Pesongoran A di SWP I.C pada Blok I.C.21; 
af. jembatan Pesongoran B di SWP I.C pada Blok I.C.20; 
ag. jembatan Tl. Tengah A di SWP I.C pada Blok I.C.21; 
ah. jembatan Tl. Tengah B di SWP I.C pada Blok I.C.20; 
ai. jembatan Pagutan I di SWP I.C pada Blok I.C.28; 
aj. jembatan Pagutan II di SWP I.C pada Blok I.C.27; 
ak. jembatan Midang I di SWP I.D pada Blok I.D.3; 
al. jembatan Telabah Bawak di SWP I.D pada Blok I.D.5; 
am. jembatan Kali Ropang A di SWP I.D pada Blok I.D.6; 
an. jembatan Kali Ropang B di SWP I.D pada Blok I.D.6; 
ao. jembatan Jangkok II di SWP I.D pada Blok I.D.17; 
ap. jembatan Kali Ning di SWP I.D pada Blok I.D.19; 
aq. jembatan Punia A di SWP I.D pada Blok I.D.26; dan 
ar. jembatan Punia B di SWP I.D pada Blok I.D.27. 

 
Paragraf 5 

Halte 
 

Pasal 11 
Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdapat 
di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.21, dan Blok I.A.22; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.22, 

dan Blok I.B.33; 
c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.8, Blok I.C.12, Blok 

I.C.13, Blok I.C.17, Blok I.C.23, Blok I.C.28, dan Blok I.C.30; dan 
d. SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.14, Blok I.D.21, 

Blok I.D.22, dan Blok I.D.25. 
 

Paragraf 6 
Terminal Khusus 

 
Pasal 12 

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf f, meliputi: 
a. terminal khusus PLN Lombok Peaker di SWP I.B pada Blok I.B.1;  
b. terminal khusus Fuel Terminal Ampenan di SWP I.A pada Blok 

I.A.4; dan 
c. terminal khusus PLN PLTD Ampenan di SWP I.B pada Blok I.B.4. 
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Bagian Keempat 
Rencana Jaringan Prasarana 

 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 13 
Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf c, terdiri atas: 
a. rencana jaringan energi; 
b. rencana jaringan telekomunikasi; 
c. rencana jaringan sumber daya air; 
d. rencana jaringan air minum; 
e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3); 
f. rencana jaringan persampahan; 
g. rencana jaringan drainase; dan 
h. rencana jaringan prasarana lainnya. 

 
Paragraf 2 

Rencana Jaringan Energi 
 

Pasal 14 
(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

huruf a, terdiri atas: 
a. infrastruktur minyak dan gas bumi; 
b. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung; 
c. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; 
d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan 
e. gardu listrik. 

(2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, meliputi sarana penyimpanan bahan bakar 
berupa fuel terminal Ampenan di SWP I.A pada Blok I.A.4. 

(3) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 
a. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), meliputi: 

1. PLTD Ampenan di SWP I.B pada Blok I.B.4; dan 
2. PLTD Taman di SWP I.C pada Blok I.C.13. 

b. pembangkit listrik lainnya, meliputi Pembangkit Listrik 
Tenaga Mesin Gas Uap (PLTMGU) Lombok Peaker di SWP I.B 
pada Blok I.B.1. 

(4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) GI Jeranjang - GI 

Ampenan melintas di SWP I.B; 
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b. saluran transmisi lainnya berupa SKTT, meliputi: 
1. SKTT PLTMGU Lombok Peaker - GI Switching Mataram 

melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan 
2. SKTT GI Ampenan - PLTMGU Lombok Peaker melintas di 

SWP I.B. 
(5) Jaringan distribusi tenaga listrik antarsistem sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: 
a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP 

I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; dan 
b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A, 

SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D. 
(6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri 

atas: 
a. gardu induk Ampenan di SWP I.B pada Blok I.B.7; 
b. gardu hubung Gomong di SWP I.D pada Blok I.D.27; dan 
c. gardu distribusi, terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, 
Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.22, dan Blok I.A.25; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, 
Blok I.B.8, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok 
I.B.30, Blok I.B.34, dan Blok I.B.36; 

3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, 
Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, 
Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok 
I.C.27, dan Blok I.C.28; dan 

4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, 
Blok I.D.6, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.17, Blok 
I.D.18, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, dan Blok 
I.D.24. 

(7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail 
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 
 

Paragraf 3 
Rencana Jaringan Telekomunikasi 

 

Pasal 15 
(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf b, terdiri atas: 
a. jaringan tetap;  
b. jaringan bergerak terestrial; dan 
c. jaringan bergerak seluler. 

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
meliputi: 
a. jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, 

dan SWP I.D; dan 
b. sentral telepon otomat (STO) di SWP I.D pada Blok I.D.23. 
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(3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b, berupa stasiun transmisi (sistem televisi) di SWP I.B 
pada Blok I.B.3. 

(4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf cberupa menara Base Transceiver Station (BTS), terdapat 
di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, 

Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.16, Blok I.A.17, 
Blok I.A.19, Blok I.A.22, dan Blok I.A.25; 

b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, 
Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.16, Blok I.B.21, Blok 
I.B.22, Blok I.B.24, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, 
Blok I.B.35, dan Blok I.B.36; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, 
Blok I.C.11, Blok I.C.14. Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok 
I.C.25; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.11, 
Blok I.D.12, Blok I.D.15, Blok I.D.17, Blok I.D.21, Blok 
I.D.23, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27. 

(5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian 
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

 
Paragraf 4 

Rencana Jaringan Sumber Daya Air 
 

Pasal 16 
(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf c, terdiri atas: 
a. sistem jaringan irigasi; 
b. bangunan sumber daya air. 

(2) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
meliputi: 
a. jaringan irigasi primer melintas di: 

1. SWP I.A di dalam DI Ireng Daya, DI Mataram, dan DI 
Repok Pancor; 

2. SWP I.B di dalam DI Pamotan, DI Pesongoran, dan DI 
Unus; 

3. SWP I.C di dalam DI Pesongoran dan DI Unus; dan 
4. SWP I.D di dalam DI Mataram dan DI Repok Pancor. 

b. jaringan irigasi sekunder melintas di: 
1. SWP I.A di dalam DI Mataram; 
2. SWP I.B di dalam DI Pamotan, DI Pesongoran, dan DI 

Unus; 
3. SWP I.C di dalam DI Unus; dan 
4. SWP I.D di dalam DI Mataram. 

 
  



  

16 
 

c. jaringan irigasi tersier melintas di: 
1. SWP I.A di dalam DI Mataram dan DI Repok Pancor; 
2. SWP I.B di dalam DI Pesongoran dan DI Unus; 
3. SWP I.C di dalam DI Unus; dan 
4. SWP I.D di dalam DI Repok Pancor. 

(3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berupa prasarana irigasi, terdapat: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.20; 
b. SWP I.B pada Blok I.C.11, Blok I.B.21, Blok I.C.26;  
c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.6, Blok I.C.18, I.C.19, Blok 

I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.23, Blok I.C.27, Blok I.C.29; dan 
d. SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.18, Blok I.D.19, 

Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.25, Blok I.D 26. 
(4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian 
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

 
Paragraf 5 

Rencana Jaringan Air Minum 
 

Pasal 17 
(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 huruf d, terdiri atas:  
a. jaringan perpipaan; dan 
b. jaringan non perpipaan. 

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, meliputi: 
a. unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berupa jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.C dan 
SWP I.D. 

b. unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
terdiri atas: 
1. jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf a, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP 
I.C, dan SWP I.D.  

2. bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b, terdapat di: 
a) SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.11, Blok I.A.14, Blok 

I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.19, Blok 
I.A.20, dan Blok I.A.21; 

b) SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.9, Blok I.B.13, Blok 
I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok 
I.B.32, Blok I.B.34, dan Blok I.B.36; 

c) SWP I.C pada Blok I.C.10, Blok I.C.25, dan Blok I.C.27; 
d) SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.7, Blok I.D.11, Blok 

I.D.12, Blok I.D.17, dan Blok I.D.22.  
3. Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c berupa jaringan distribusi pembagi, melintas di SWP I.A, 
SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D. 
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(3) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, berupa sumur pompa meliputi: 
a. sumur bor Udayana I di SWP I.A pada Blok I.A.14; 
b. sumur bor Udayana II di SWP I.A pada Blok I.A.19;  
c. sumur bor Gegutu di SWP I.D pada Blok I.D.7; dan 
d. sumur bor Grand Natura di SWP I.D pada Blok I.D.9. 

(4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail 
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 

 
Paragraf 6 

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

 
Pasal 18 

(1) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah 
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, berupa 
sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat. 

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:  
a. IPAL kota di SWP I.B pada Blok I.B.4; 
b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di: 

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, 
Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, 
Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24; 

2. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok 
I.B.10, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.30, Blok I.B.31, 
Blok I.B.32, dan Blok I.B.35;  

3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.9, Blok 
I.C.11, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.19, Blok I.C.21, 
Blok I.C.28, dan Blok I.C.30; dan 

4. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.9, Blok 
I.D.19, Blok I.D.21, dan Blok I.D.26. 

c. IPAL komunal industri rumah tangga terdapat di: 
1. SWP I.A pada Blok I.A.15, Blok I.A.17, dan Blok I.A.21; 
2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; 
3. SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27; dan  
4. SWP I.D pada Blok I.D.15 dan Blok I.D.22. 

(3) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah 
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta 
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 
ini. 
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Paragraf 7 
Rencana Jaringan Persampahan 

 
Pasal 19 

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf f, terdiri atas: 
a. TPS; dan 
b. TPST. 

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok 

I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.17, Blok I.A.22, dan 
Blok I.A.23; 

b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.11, 
Blok I.B.18, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.28, dan Blok 
I.B.34; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, 
Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.21, Blok I.C.23, Blok I.C.25, 
Blok I.C.28, Blok I.C.29, dan Blok I.C.31; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, 
Blok I.D.12, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.21, Blok I.D.22, 
dan Blok I.D.24. 

(3) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:  
a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan  
b. SWP I.B pada Blok I.B.4. 

(4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
Paragraf 8 

Rencana Jaringan Drainase 
 

Pasal 20 
(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 huruf g, terdiri atas: 
a. jaringan drainase primer; 
b. jaringan drainase sekunder; 
c. jaringan drainase tersier; dan 
d. bangunan tampungan (polder). 

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D. 

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D. 

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D. 
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(5) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1) huruf d, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan  
b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4. 

(6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan 
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
Paragraf 9 

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya 
 

Pasal 21 
(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 huruf h, terdiri atas: 
a. jalur evakuasi bencana;  
b. tempat evakuasi; 
c. jalur sepeda; 
d. jaringan pejalan kaki; dan 
e. pengaman pantai. 

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D. 

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
terdiri atas: 
a. titik kumpul; dan 
b. tempat evakuasi sementara. 

(4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 
terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok 

I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.12, Blok I.A.15, Blok 
I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok 
I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; 

b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, 
Blok I.B.5. Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok 
I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok 
I.B.24, Blok I.B.29, Blok I.B.31, Blok I.B.33, Blok I.B.34, dan 
Blok I.B.36; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.7, Blok I.C.9, 
Blok I.C.11, Blok I.C.15, Blok I.C.20, Blok I.C.24, Blok I.C.25, 
Blok I.C.26, dan Blok I.C.30; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.7, Blok I.D.21, 
Blok I.D.23, Blok I.D.24, dan Blok I.D.25.  

(5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.8, Blok I.A.16, Blok I.A.21, dan Blok 

I.A.22; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.22; 
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c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.7, Blok I.C.15, Blok I.C.20, 
Blok I.C.21, Blok I.C.25, Blok I.C.29, dan Blok I.C.30; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.14, Blok I.D.21, 
Blok I.D.23, Blok I.D.24, dan Blok I.D.25. 

(6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
meliputi: 
a. jln. Adi Sucipto/Ampenan - Selaprang melintas di SWP I.A 

dan SWP I.D; 
b. jln. Adi Sucipto/Selaprang - Rembiga (Jln. Sudirman) 

melintas di SWP I.D; 
c. jln. Energi (Mataram) melintas di SWP I.A; 
d. jln. Saleh Sungkar 1 (Mataram) melintas di SWP I.A; 
e. jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram) melintas di SWP I.A; 
f. jln. Sudirman (Mataram) melintas di SWP I.D; 
g. jln. Arya Banjar Getas (Mataram) melintas di SWP I.A dan 

SWP I.B; 
h. jln. Dr. Sujono (Mataram) melintas di SWP I.B;  
i. ruas jalan Mataram - Gerung atau yang dikenal dengan nama 

ruas jalan HR. Muhammad Ruslan Tjakraningrat melintas di 
SWP I.B; 

j. jln. Yos Sudarso melintas di SWP I.A; 
k. jln. Langko melintas di SWP I.A dan SWP I.D; 
l. jln. Udayana/Junction - Selaprang melintas di SWP I.A dan 

SWP I.D;  
m. jln. Majapahit melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan 

SWP I.D;   
n. ruas jalan Mapak - Parampuan melintas di SWP I.B;  
o. ruas jalan Parampuan - Kebon Ayu - Lembar melintas di SWP 

I.B; 
p. jln. Gajah Mada melintas di SWP I.B dan SWP I.C;  
q. jln. TM. Rais (Mataram) melintas di SWP I.B dan SWP I.C; 
r. jln. T. Ali Batu (Mataram) melintas di SWP I.C; 
s. jln. Bung Karno melintas di SWP I.C; 
t. jln. A. Rahman Hakim melintas di SWP I.C; 
u. jln. Sriwijaya melintas di SWP I.C; 
v. jln. Bung Hatta melintas di SWP I.C dan SWP I.D; 
w. jln. DR. Sutomo/Mataram - Rembiga melintas di SWP I.C dan 

SWP I.D; 
x. jln. Pejanggik melintas di SWP I.C dan SWP I.D; 
y. jln. WR. Supratman melintas di SWP I.C dan SWP I.D; 
z. jln. Caturwarga melintas di SWP I.C dan SWP I.D; 
aa. jln. Erlangga melintas di SWP I.C dan SWP I.D; 
ab. jln. Dr. Wahidin (Bts. Kota) melintas di SWP I.D; dan 
ac. ruas jalan Selaprang - Gunungsari melintas di SWP I.D. 

(7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d, meliputi: 
a. jln. Adi Sucipto/Ampenan - Selaprang melintas di SWP I.A 

dan SWP I.D; 
b. jln. Adi Sucipto/Selaprang - Rembiga (Jln. Sudirman) 

melintas di SWP I.D; 
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c. jln. Energi (Mataram) melintas di SWP I.A; 
d. jln. Saleh Sungkar 1 (Mataram) melintas di SWP I.A; 
e. jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram) melintas di SWP I.A; 
f. jln. Sudirman (Mataram) melintas di SWP I.D; 
g. jln. Arya Banjar Getas (Mataram) melintas di SWP I.A dan 

SWP I.B; 
h. jln. Dr. Sujono (Mataram) melintas di SWP I.B;  
i. ruas jalan Mataram - Gerung atau yang dikenal dengan nama 

ruas jalan HR. Muhammad Ruslan Tjakraningrat melintas di 
SWP I.B; 

j. jln. Yos Sudarso melintas di SWP I.A; 
k. jln. Langko melintas di SWP I.A dan SWP I.D; 
l. jln. Udayana / Junction - Selaprang melintas di SWP I.A dan 

SWP I.D;  
m. jln. R. Suprapto melintas di SWP I.A dan SWP I.D; 
n. jln. Panji Tilar Negara melintas di SWP I.A, SWP I.B;  
o. jln. Majapahit melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan 

SWP I.D;   
p. ruas jalan Mapak - Parampuan melintas di SWP I.B;  
q. ruas jalan Parampuan - Kebon Ayu - Lembar melintas di SWP 

I.B; 
r. jln. Gajah Mada melintas di SWP I.B dan SWP I.C;  
s. jln. Sultan Kaharudin melintas di SWP I.B dan SWP I.C; 
t. jln. Sultan Salahudin melintas di SWP I.B; 
u. jln. TM. Rais (Mataram) melintas di SWP I.B dan SWP I.C; 
v. jln. T. Ali Batu (Mataram) melintas di SWP I.C; 
w. jln. Bung Karno melintas di SWP I.C; 
x. jln. A. Rahman Hakim melintas di SWP I.C; 
y. jln. Sriwijaya melintas di SWP I.C; 
z. jln. TGH. Bangkol melintas di SWP I.C; 
aa. jln. I Gusti Ketut Jelantik Gosa melintas di SWP I.C;  
ab. jln. Bung Hatta melintas di SWP I.C dan SWP I.D; 
ac. jln. DR. Sutomo/Mataram - Rembiga melintas di SWP I.C dan 

SWP I.D; 
ad. jln. Pejanggik melintas di SWP I.D; 
ae. jln. WR. Supratman melintas di SWP I.C dan SWP I.D; 
af. jln. Caturwarga melintas di SWP I.C dan SWP I.D; 
ag. jln. Erlangga melintas di SWP I.C dan SWP I.D; 
ah. jln. Dr. Wahidin (Bts. Kota) melintas di SWP I.D; 
ai.  jln. Pendidikan melintas di SWP I.D; 
aj. ruas jalan Selaprang - Gunungsari melintas di SWP I.D;  
ak. jln. Koperasi melintas di SWP I.A; 
al. jln. Niaga melintas di SWP I.A; 
am.jln. Swakarya melintas di SWP I.B dan SWP I.D; 
an. jln. Nuraksa melintas di SWP I.C; 
ao. jln. Pariwisata melintas di SWP I.C; dan 
ap. jln. Transmigrasi melintas di SWP I.C. 
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(8) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.9, Blok I.A.15, Blok I.A.20, Blok I.A.23; 

dan 
b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.12. 

(9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.K yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 
ini. 

 
BAB V 

RENCANA POLA RUANG 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 22 

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 
huruf c, terdiri atas: 
a. Zona Lindung; dan 
b. Zona Budi Daya. 

(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan 
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
Bagian Kedua 
Zona Lindung 

 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 23 
Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, 
meliputi: 
a. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;  
b. Zona cagar budaya dengan kode CB; dan 
c. Zona badan air dengan kode BA. 

 
Paragraf 2 

Zona Ruang Terbuka Hijau 
 

Pasal 24 
(1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 274,09 (dua ratus 
tujuh puluh empat koma nol sembilan) hektare, terdiri atas: 
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a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2; 
b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; 
c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;  
d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;  
e. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;  
f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan 
g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8. 

(2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 57,34 (lima puluh 
tujuh koma tiga empat) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.8, Blok I.A.12, Blok I.A.14, 

Blok I.A.19 dan Blok I.A.21; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.12, Blok I.B.17, Blok I.B.33, dan Blok 

I.B.37; 
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.30, 

dan Blok I.C.31; dan 
d. SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, 

Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.14, Blok I.D.23, 
Blok I.D.25, dan Blok I.D.26. 

(3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 56,55 (lima puluh 
enam koma lima lima) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.20,   Blok I.A.22, 

Blok I.A.23, dan Blok I.A.25; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.12, Blok I.B.23, 

Blok I.B.34, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; 
c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.18, 

Blok I.C.19, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.29, dan Blok 
I.C.31; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.10, Blok I.D.14, 
Blok I.D.17, Blok I.D.23, Blok I.D.27. 

(4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 58,40 (lima puluh 
delapan koma empat) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok 

I.A.11, Blok I.A.20, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, 

Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.23, Blok I.B.24, 
Blok I.B.32, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok 
I.B.37; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.6, Blok I.C.7, 
Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.18, 
Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.25, Blok I.C.26, 
Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31; dan  

d. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.7, Blok I.D.9, 
Blok I.D.12, Blok I.D.14, Blok I.D.18, Blok I.D.24. 
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(5) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d dengan luas 22,61 (dua puluh dua koma 
enam satu) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.8, Blok 

I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.15; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, 

Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.24, Blok I.B.34, dan Blok 
I.B.36; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.18, 
Blok I.C.19, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, 
Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.31; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.6, Blok I.D.15, Blok I.D.16, 
Blok I.D.18. 

(6) Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e dengan luas 8,79 (delapan koma tujuh 
sembilan) hektare, terdapat di:  
a. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.11, Blok I.A.14, 

dan Blok I.A.22; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.21, Blok I.B.24, dan Blok 

I.B.34; 
c. SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.10, Blok I.C.13, 

Blok I.C.14, Blok I.C.18, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.24, 
Blok I.C.25, dan Blok I.C.26; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.11, Blok I.D.14, Blok I.D.17, 
Blok I.D.22, Blok I.D.23. 

(7) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 37,68 (tiga puluh 
tujuh koma enam delapan) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.10, 

Blok I.A.17, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.7, Blok I.B.11, 

Blok I.B.13, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.23, 
Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.34, dan Blok I.B.37; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.11, 
Blok I.C.13, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.27, Blok I.C.28, 
Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.6, Blok I.D.11, Blok I.D.15, Blok I.D.17, 
dan Blok I.D.27. 

(8) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf g dengan luas 32,72 (tiga puluh dua koma 
tujuh dua) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.10, 

Blok I.A.11, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, 
Blok I.A.19, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok 
I.A.25; 
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b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, 
Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, 
Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.22, Blok I.B.23, 
Blok I.B.24, Blok I.B.27, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, 
Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, 
dan Blok I.B.37; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, 
Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, 
Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, 
Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.26, Blok I.C.27, 
Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.6, 
Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, 
Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, 
Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, 
Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok 
I.D.27. 

 
Paragraf 3 

Zona Cagar Budaya 
 

Pasal 25 
(1)  Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 41,48 (empat puluh satu 
koma empat delapan) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya 
dengan kode CB. 

(2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan luas 41,48 (empat puluh satu koma empat 
delapan) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, 
Blok I.A.9, dan Blok I.A.10. 
 

Paragraf 4 
Zona Badan Air 

 
Pasal 26 

(1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 huruf c dengan luas 45,77 (empat puluh lima koma 
tujuh tujuh) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA. 

(2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan luas 45,77 (empat puluh lima koma tujuh 
tujuh) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok 

I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok 
I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok 
I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, Blok I.A.25; 

b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, 
Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.12, 
Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, 
Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, 
Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.31, Blok I.B.33; 
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c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, 
Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, 
Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.26, 
Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.31; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.7, 
Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, 
Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, 
Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.25, 
Blok I.D.26, Blok I.D.27. 

 
Bagian Ketiga 

Zona Budi Daya 
 

Paragraf 1 
Umum 

 
Pasal 27 

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 
huruf b, terdiri atas: 
a. Zona pertanian dengan kode P; 
b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL; 
c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI; 
d. Zona pariwisata dengan kode W; 
e. Zona perumahan dengan kode R; 
f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU; 
g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K; 
h. Zona perkantoran dengan kode KT; 
i. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP; 
j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;  
k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan 
l. Zona badan jalan dengan kode BJ. 

 
Paragraf 2 

Zona Pertanian 
 

Pasal 28 
(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 huruf a dengan luas 704,09 (tujuh ratus empat koma 
nol sembilan) hektare berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan 
kode P-1. 

(2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 704,09 (tujuh ratus empat 
koma nol sembilan) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.12, 

Blok I.A.14, dan Blok I.A.23;  
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.6, Blok I.B.8, 

Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, 
Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, 
Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, 
Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, 
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Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, 
Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, 
Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, 
Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, 
dan Blok I.C.31; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.6, 
Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.17, 
Blok I.D.18, dan Blok I.D.20. 

 
Paragraf 3 

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik 
 

Pasal 29 
(1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 20,28 (dua puluh 
koma dua delapan) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan 
tenaga listrik dengan kode PTL. 

(2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 20,28 (dua 
puluh koma dua delapan) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.7; dan 
b. SWP I.C pada Blok I.C.13.  

 
Paragraf 4 

Zona Kawasan Peruntukan Industri 
 

Pasal 30 
(1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 3,79 
(tiga koma tujuh sembilan) hektare berupa Sub-Zona kawasan 
peruntukan industri dengan kode KPI. 

(2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,79 (tiga koma 
tujuh sembilan) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4. 

 
Paragraf 5 

Zona Pariwisata 
 

Pasal 31 
(1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 huruf d dengan luas 137,01 (seratus tiga puluh tujuh 
koma nol satu) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode 
W. 

(2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W dengan luas 137,01 (seratus 
tiga puluh tujuh koma nol satu) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok 

I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.20, Blok 
I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23; 

b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, dan Blok 
I.B.23; 
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c. SWP I.C pada Blok I.C.14; dan  
d. SWP I.D pada Blok I.D.4. 

 
Paragraf 6 

Zona perumahan 
 

Pasal 32 
(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 huruf e dengan luas 1.582,36 (seribu lima ratus delapan 
puluh dua koma tiga enam) hektare, terdiri atas:  
a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan 
b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3. 

(2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 
1.253,52 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma lima dua) 
hektare, terdapat di:  
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok 

I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok 
I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok 
I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.23; 

b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, 
Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok 
I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok 
I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok 
I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, dan 
Blok I.B.31; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, 
Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.11, 
Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, 
Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, 
Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, 
Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, 
Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, 
Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, 
Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.22, Blok I.D.25, 
dan Blok I.D.26. 

(3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 328,84 
(tiga ratus dua puluh delapan koma delapan empat) hektare, 
terdapat di:  
a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok 

I.A.6, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, 

Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.18, Blok I.B.21, 
Blok I.B.23, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.32, Blok I.B.33, 
Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, 
Blok I.C.7, Blok I.C.15, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.26, 
Blok I.C.27, dan Blok I.C.31; dan  
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d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, 
Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.21, Blok I.D.27. 

 
Paragraf 7 

Zona Sarana Pelayanan Umum 
 

Pasal 33 
(1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dengan luas 180,11 (seratus 
delapan puluh koma satu satu) hektare, terdiri atas: 
a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1; 
b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan 
c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3. 

(2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 123,31 (seratus dua 
puluh tiga koma tiga satu) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.22; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.17, Blok I.B.22, dan Blok I.B.30; 
c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.11, 

Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.26, Blok I.C.29, 
dan Blok I.C.31; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok 
I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27. 

(3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 32,46 
(tiga puluh dua koma empat enam) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.12 dan Blok I.A.22; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.32;  
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.7, 

Blok I.C.9, Blok I.C.22, Blok I.C.25, dan Blok I.C.31; dan  
d. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.14, Blok I.D.20, 

Blok I.D.25, dan Blok I.D.27. 
(4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 24,35 (dua puluh 
empat koma tiga lima) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11, Blok I.A.12, 

Blok I.A.13, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.24; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.10, dan Blok 

I.B.23; 
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, 

Blok I.C.7, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.18, 
Blok I.C.19, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.27, 
Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, 
Blok I.D.12, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.18, Blok I.D.20, 
Blok I.D.21, Blok I.D.24, dan Blok I.D.25. 
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Paragraf 8 
Zona Perdagangan dan Jasa 

 
Pasal 34 

(1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dengan luas 510,71 (lima ratus 
sepuluh koma tujuh satu) hektare, terdapat di:  
a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;  
b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; 

dan 
c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3. 

(2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 
148,57 (seratus empat puluh delapan koma lima tujuh) hektare, 
terdiri atas:  
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok 

I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.11, Blok I.B.17, 

dan Blok I.B.36; 
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, 

Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.14, Blok I.C.15, 
Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.25; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.13, Blok I.D.15, 
dan Blok I.D.22. 

(3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 228,99 
(dua ratus dua puluh delapan koma sembilan sembilan) hektare, 
terdiri atas:  
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11, 

Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.20, Blok I.A.21, 
Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.25; 

b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, 
Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.30, 
Blok I.B.33, dan Blok I.B.37; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, 
Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok 
I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok 
I.C.23, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; 
dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, 
Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.14, Blok I.D.17, 
Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.24, Blok I.D.26, dan Blok 
I.D.27. 

(4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 133,15 
(seratus tiga puluh tiga koma satu lima) hektare, terdiri atas: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.21, Blok I.A.22, 

Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, 

Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, 
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Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.29, 
Blok I.B.30, Blok I.B.32, dan Blok I.B.37;  

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.10, 
Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.22, Blok I.C.23, 
Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, 
Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; dan  

d. SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, 
Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, 
Blok I.D.20, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27. 

 
Paragraf 9 

Zona Perkantoran 
 

Pasal 35 
(1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 huruf h dengan luas 225,11 (dua ratus dua puluh lima 
koma satu satu) hektare berupa Sub-Zona Perkantoran dengan 
kode KT. 

(2) Sub-Zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan luas 225,11 (dua ratus dua puluh lima koma satu satu) 
hektare, terdapat di:  
a. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.12, Blok I.A.16, Blok I.A.22, 

Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.18, 

Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.31, Blok I.B.33, Blok I.B.34, 
Blok I.B.35, dan Blok I.B.36; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, 
Blok I.C.5, Blok I.C.9, Blok I.C.16, Blok I.C.23, Blok I.C.27, 
dan Blok I.C.31; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.11, Blok I.D.15, 
Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, 
Blok I.D.25, dan Blok I.D.27. 

 
Paragraf 10 

Zona Pengelolaan Persampahan 
 

Pasal 36 
(1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dengan luas 1,83 (satu 
koma delapan tiga) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan 
persampahan dengan kode PP. 

(2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,83 (satu 
koma delapan tiga) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2. 
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Paragraf 11 
Zona Pertahanan dan Keamanan 

 
Pasal 37 

(1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dengan luas 16,46 (enam belas 
koma empat enam) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan 
keamanan dengan kode HK. 

(2) Sub-zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK dengan 
luas 16,46 (enam belas koma empat enam) hektare, meliputi:  
a. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mataram di SWP I.A 

pada Blok I.A.21; 
b. Satuan Korps Brigade Mobil NTB di SWP I.A pada Blok I.A.23; 
c. Koramil Ampenan di SWP I.A pada Blok I.A.24; 
d. Korem 162/Wira Bhakti Mataram di SWP I.B pada Blok 

I.B.37; 
e. Denhubrem 162 Mataram di SWP I.C pada Blok I.C.1; 
f. Denzibang IX/2 Mataram di SWP I.D pada Blok I.C.1; 
g. Kodim 1606/Mataram di SWP I.C pada Blok I.C.1; 
h. Koramil Mataram di SWP I.C pada Blok I.D.11;  
i. Asrama Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Rembiga di 

SWP I.D pada Blok I.D.2; 
j. Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Rembiga di SWP I.D 

pada Blok I.D.4;  
k. Denbekang IX/4402 Mataram di SWP I.D pada Blok I.D.22; 

dan 
l. Denpom IX/2 Mataram di SWP I.D pada Blok I.D.25. 

 
Paragraf 12 

Zona Peruntukan Lainnya 
 

Pasal 38 
(1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 27 huruf k dengan luas 4,09 (empat koma 
nol sembilan) hektare berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air 
limbah dengan kode PL-4. 

(2) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,09 (empat 
koma nol sembilan) hektare, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4. 

 
Paragraf 13 

Zona Badan Jalan 
 

Pasal 39 
(1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 huruf l dengan luas 204,61 (dua ratus empat koma enam 
satu) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ. 

(2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan luas 204,61 (dua ratus empat koma enam 
satu) hektare, terdapat di: 
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a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok 
I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, 
Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, 
Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, 
Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok 
I.A.25; 

b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, 
Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok 
I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok 
I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok 
I.B.21, I.Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.26, 
Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, 
Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, 
dan Blok I.B.37; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, 
Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok 
I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok 
I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok 
I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok 
I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok 
I.C.30, dan Blok I.C.31; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, 
Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok 
I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok 
I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok 
I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok 
I.D.26, dan Blok I.D.27. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 40 

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana 
Pola Ruang dan rencana Struktur Ruang sesuai dengan RDTR. 

(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), terdiri atas: 
a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan 
b. program Pemanfaatan Ruang prioritas. 
 
 
 
 

  



  

34 
 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Konfirmasi KKPR 

 
Pasal 41 

(1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP I sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR. 

 
Bagian Ketiga 

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas 
 

Pasal 42 
(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri atas: 
a. program perwujudan; 
b. lokasi; 
c. sumber pendanaan; 
d. instansi pelaksana; dan 
e. waktu dan tahapan pelaksanaan. 

(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, terdiri atas: 
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan 
b. program perwujudan rencana Pola Ruang. 

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di 
SWP dan/atau Blok. 

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, terdiri atas: 
a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi (APBDP); 
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota (APBDK); 

dan/atau 
d. sumber pembiayaan lain yang sah. 

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
terdiri atas: 
a. kementerian/lembaga; 
b. Perangkat Daerah; 
c. swasta;  
d. Masyarakat; dan/atau 
e. pemangku kepentingan lainnya. 

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi 
instansi pelaksana dalam menetapkan program prioritas 
Pemanfaatan Ruang pada wilayah perencanaan RDTR Kecamatan 
Ampenan, Sekarbela, Mataram, dan Selaprang meliputi: 
a. tahap I pada periode tahun 2024; 
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b. tahap II pada periode tahun 2025-2029, meliputi: 
1. tahun 2025 - 2026; 
2. tahun 2026 - 2027; 
3. tahun 2027 - 2028; dan 
4. tahun 2028 - 2029. 

c. tahap III pada periode tahun 2030 - 2034; 
d. tahap IV pada periode tahun 2035 - 2039; dan 
e. tahap V pada periode tahun 2040 - 2043. 

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dimuat dalam tabel indikasi program Pemanfaatan 
Ruang prioritas, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
BAB VII 

PERATURAN ZONASI 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 43 

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi: 
a. Aturan Dasar;  
b. TPZ. 

 
Bagian Kedua 
Aturan Dasar 

 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 44 
Aturan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf 
a, meliputi: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 
c. ketentuan tata bangunan; 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;  
e. ketentuan khusus; dan 
f. ketentuan pelaksanaan. 

 
Paragraf 2 

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan 
 

Pasal 45 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, terdiri atas: 
a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan 

diperbolehkan/diizinkan; 
b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara 

terbatas; 
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c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat 
tertentu; dan/atau 

d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak 
diperbolehkan. 

(2) Kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan dengan kode I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan 
ketegori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau 
Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.  

(3) Kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas 
dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
terdiri atas: 
a. T1 untuk kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi luas 

kaveling dan/atau intensitas pemanfaatan ruangnya; 
b. T2 untuk kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi 

waktu operasionalnya; dan 
c. T3 untuk kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi jenis, 

skala dan/atau jumlahnya berdasarkan ketentuan yang 
berlaku; dan 

d. T4 untuk kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi 
jaraknya pada radius tertentu berdasarkan ketentuan yang 
berlaku. 

(4) Kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat dengan kode B 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: 
a. B1 untuk kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat dengan 

wajib memiliki kajian lingkungan dan/atau kajian dampak 
lalu lintas; dan 

b. B2 untuk kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat dengan 
wajib menyediakan fasilitas pendukung sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

(5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang 
memiliki sifat sebagai berikut: 
a. tidak sesuai dengan karakteristik Zona atau Sub-Zona; 
b. tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang 

direncanakan; 
c. telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup; dan/atau 
d. dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi 

lingkungan di sekitarnya. 
(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Zona Lindung; dan 
b. Zona Budi Daya. 

(7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, 
meliputi: 
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a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi: 
1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2; 
2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; 
3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;  
4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;  
5. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;  
6. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan 
7. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8. 

b. Zona cagar budaya CB berupa Sub-Zona cagar budaya 
dengan kode CB; dan  

c. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air 
dengan kode BA. 

(8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, 
meliputi: 
a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman 

pangan dengan kode P-1; 
b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa 

Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL; 
c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa 

Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI; 
d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata 

dengan kode W; 
e. Zona perumahan dengan kode R, meliputi: 

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; 
dan 

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-
3. 

f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, meliputi: 
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1; 
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan 
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3. 

g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi: 
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode 

K-1; 
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-

2; dan 
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode 

K-3. 
h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona 

perkantoran dengan kode KT; 
i. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP Sub-Zona 

pengelolaan persampahan dengan kode PP; 
j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa 

Sub-Zona pertahanan dan keamanan; 
k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona 

instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan 
l. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan 

jalan dengan kode BJ. 
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(9) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 
ini. 

 
Paragraf 3 

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 
 

Pasal 46 
(1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44 huruf b mengatur besaran 
pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona, 
terdiri atas: 
a. KDB maksimum; 
b. KLB maksimum;  
c. KDH minimal; 
d. Luas Kaveling Minimum;  
e. KTB maksimum; dan 
f. KWT maksimum. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
Paragraf 4 

Ketentuan Tata Bangunan 
 

Pasal 47 
(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

huruf c, mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan 
bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas: 
a. TB maksimum; 
b. GSB minimum; 
c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan 
d. JBS dan JBB. 

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
Paragraf 5 

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 
 

Pasal 48 
(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, mengatur jenis prasarana dan 
sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap 
Zona. 
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(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik 
lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman 
melalui penyediaan prasarana dan saran yang sesuai agar Zona 
berfungsi secara optimal. 

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 
ini. 

 
Paragraf 6 

Ketentuan Khusus 
 

Pasal 49 
Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, 
terdiri atas: 
a. LP2B; 
b. Kawasan Rawan Bencana; 
c. Tempat Evakuasi Bencana; 
d. Kawasan Sempadan; dan 
e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan. 

 
Pasal 50 

(1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, 
meliputi Sub-Zona tanaman pangan yang terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.6; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok 

I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.21, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok 
I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok 
I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan 
Blok I.B.37; 

c. SWP I.C pada Blok I.C.21, Blok I.C.24, Blok I.C.26, Blok 
I.C.28, dan Blok I.C.29; dan 

d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2. 
(2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tumpang tindih 

dengan Zona Pertanian diatur sebagai berikut: 
a. LP2B berada di dalam KP2B; 
b. lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B wajib dilindungi 

dan dilarang dialihfungsikan; 
c. LP2B dapat dialihfungsikan untuk pengadaan tanah bagi 

kepentingan umum, pengembangan fasilitas kebencanaan, 
dan/atau pelaksanaan kebijakan/program strategis nasional. 

d. kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
meliputi: 
1. jalan usaha tani; 
2. waduk; 
3. bendungan; 
4. irigasi; 
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5. saluran air minum dan/atau air bersih; 
6. drainase dan sanitasi; 
7. bangunan pengairan; 
8. pelabuhan; 
9. bandar udara;  
10. stasiun; 
11. terminal; 
12. fasilitas keselamatan umum; 
13. pembangkit dan jaringan listrik; dan/atau 
14. instalasi telekomunikasi. 

e. alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. alih fungsi LP2B dilakukan setelah tersedia lahan 

pengganti paling sedikit memiliki luas sama yang 
memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi 
siap tanam paling sedikit sama dengan luas lahan yang 
dialihfungsikan; 

2. dalam hal bencana mengakibatkan hilang atau rusaknya 
infrastruktur secara permanen dan pembangunan 
infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih 
fungsi LP2B dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

f. lahan pengganti LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf d 
angka 1 dilakukan dengan ketentuan: 
1. pemanfaatan LP2B dan/atau pembukaan lahan baru di 

luar KP2B; 
2. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B 

terutama dari tanah terlantar; atau 
3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan 

sebagai LP2B paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih 
fungsi dilakukan. 

g. Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan 
untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak diberlakukan. 

(3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta 
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VII.A yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
Pasal 51 

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi: 
a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; 
b. kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang;  
c. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi; 
d. kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang; 
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e. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi; 
f. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang; dan 
g. kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi. 

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B 

pada Blok I.B.20; 
b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP 

I.B pada Blok I.B.12; 
c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP 

I.B pada Blok I.B.13, dan Blok I.B.23; 
d. Sub-Zona taman RW di SWP I.B pada Blok I.B.12, dan Blok 

I.B.13; 
e. Sub-Zona pemakaman di SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B 

pada Blok I.B.13, dan Blok I.B.18; 
f. Sub-Zona jalur hijau di SWP I.A pada Blok I.A.10, Blok I.A.11, 

Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.23, Blok I.A.24, Blok I.A.25; 
SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.7, Blok I.B.12, 
Blok I.B.13, Blok I.B.18, dan Blok I.B.24; 

g. Sub-Zona cagar budaya di SWP I.A pada Blok I.A.9, dan Blok 
I.A.10; 

h. Sub-Zona badan air di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.9, 
Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.23, 
Blok I.A.24, Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, 
Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, 
Blok I.B.16, Blok I.B.17,  Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok 
I.B.24, Blok I.B.25, dan Blok I.B.27; SWP I.C pada Blok I.C.20; 

i. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP 
I.B pada Blok I.B.13, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.24, 
Blok I.B.25, dan Blok I.B.27; 

j. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik di SWP I.B pada Blok 
I.B.1; 

k. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.15, 
Blok I.A.16, Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.12, 
dan Blok I.B.23; 

l. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok 
I.A.1, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.16, Blok I.A.17, dan 
Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.7, Blok I.B.13, 
Blok I.B.18, Blok I.B.24, dan Blok I.B.27; 

m. Sub-Zona permukiman kepadatan Sedang di SWP I.A pada 
Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok 
I.B.7, Blok I.B.13, dan Blok I.B.23; 

n. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP I.B pada Blok I.B.7; 
o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.A pada 

Blok I.A.1, dan Blok I.A.10; SWP I.B pada Blok I.B.1; 
p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP I.A pada 

Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.7, 
Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.18, dan Blok I.B.24; dan 
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q. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, 
Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.15, Blok I.A.16, 
Blok I.A.17, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B 
pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, 
Blok I.B.12, Blok I.B.3, Blok I.B.18, Blok I.B.23, dan Blok 
I.B.24. 

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.B pada Blok I.B.17; SWP I.D 

pada Blok I.D.14; 
b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.2; 
c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.2; SWP 

I.B pada Blok I.B.15; 
d. Sub-Zona taman RW di SWP I.A pada Blok I.A.2; 
e. Sub-Zona jalur hijau di SWP I.A pada Blok I.A.2; SWP I.B pada 

Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17; SWP I.D pada Blok 
I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14; 

f. Sub-Zona badan air di SWP I.A pada Blok I.A.2; SWP I.D pada 
Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.17; 

g. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.A pada Blok I.A.2; SWP 
I.B pada Blok I.B.16, Blok I.B.17; SWP I.D pada Blok I.D.13, 
dan Blok I.D.14; 

h. Sub-Zona perumahan kepedatan tinggi di SWP I.B pada Blok 
I.B.11, Blok I.B.15, Blok I.B.16, dan Blok I.B.17; SWP I.D pada 
Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.17; 

i. Sub-Zona permukiman kepadatan sedang di SWP I.A pada 
Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP I.B pada Blok I.B.15; SWP I.C 
pada Blok I.C.20; 

j. Sub-Zona SPU skala kota di SWP I.C pada Blok I.C.20; 
k. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP I.D pada Blok I.D.12; 
l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota di SWP I.A pada 

Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.17; SWP I.D pad Blok I.D.13; 
m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.D pada 

Blok I.D.12, dan Blok I.D.14; 
n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP I.B pada 

Blok I.B.16, Blok I.B.17; SWP I.D pada Blok I.D.17; dan 
o. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, 

Blok I.A.3; SWP I.B pada Blok I.B.11, Blok I.B.15, Blok I.B.16, 
Blok I.B.17; SWP I.C pada Blok I.C.20; SWP I.D pada Blok 
I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok 
I.D.16, Blok I.D.17, dan Blok I.D.18. 

(4) Ketentuan Khusus pada kawasan rawan bencana banjir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), meliputi: 
a. manajemen banjir berbasis DAS; 
b. penjagaan lahan hijau vital yang berada di area tengah 

sampai hilir sungai; 
c. pemanfaatan ruang mempertimbangkan risiko banjir pada 

deliniasi dataran banjir yang ditetapkan dan 
mempertimbangkan kajian teknis; 
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d. pengendalian banjir dengan melakukan determinasi di area 
aliran sungai; 

e. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan 
permukiman dan pariwisata beserta sarana -prasarana 
penunjangnya pada daerah dataran banjir; 

f. penyediaan bangunan pengendali banjir, bidang peresapan, 
RTH, kolam retensi, dan/atau lubang resapan biopori 
terutama pada daerah dataran banjir dan daerah yang berada 
di bawah permukaan laut; 

g. penyediaan sistem peringatan dini banjir, rambu peringatan, 
jalur evakuasi bencana, dan tempat evakuasi bencana; 

h. pembangunan infrastruktur prasarana sumberdaya air, 
bangunan pengendali banjir, dan bangunan fasilitas publik 
harus kedap air atau tahan banjir; dan 

i. larangan untuk membuat bangunan permanen di daerah 
bantaran sungai atau dataran banjir.  

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat 
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B 

pada Blok I.B.12; 
b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP 

I.B pada Blok I.B.12, dan Blok I.B.23; 
c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP 

I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.23; 
d. Sub-Zona taman RW di SWP I.A pada Blok I.B.4, dan Blok 

I.B.12; 
e. Sub-Zona pemakaman di SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B 

pada Blok I.B.23; 
f. Sub-Zona jalur hijau di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.12, 

Blok I.B.13, Blok I.B.18, dan Blok I.B.24; 
g. Sub-Zona cagar budaya di SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok 

I.A.9; 
h. Sub-Zona badan air di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.9, 

Blok I.A.15, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok 
I.B.1, Blok I.B.12, dan Blok I.B.23;  

i. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.B pada Blok I.B.23; 
j. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik di SWP I.B pada Blok 

I.B.1, dan Blok I.B.4; 
k. Sub-Zona kawasan peruntukan industri di SWP I.A pada Blok 

I.A.4; 
l. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.15, 

Blok I.A.20, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok 
I.B.4, Blok I.B.12, dan Blok I.B.23; 

m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok 
I.A.1, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23; 

n. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang si SWP I.B pada Blok 
I.B.4, dan Blok I.B.23; 
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o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.A pada 
Blok I.A; SWP I.B pada Blok I.B.1; 

p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP I.B pada 
Blok I.B.12; 

q. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di SWP I.B 
pada Blok I.B.4; dan 

r. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, 
Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.20, Blok I.A.23; SWP I.B pada 
Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.18, 
Blok I.B.23, Blok I.B.24. 

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat 
sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: 
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.A pada Blok I.A.1; 
b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.20, dan 

Blok I.A.23; SWP I.B pada I.B.23; 
c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP 

I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.7, dan Blok I.B.13; 
d. Sub-Zona taman RW di SWP I.A pada Blok I.B.4, Blok I.B.12, 

dan Blok I.A.13; 
e. Sub-Zona pemakaman di SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B 

pada Blok I.B.1, Blok I.B.18, dan Blok I.B.23; 
f. Sub-Zona jalur hijau di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP I.B 

pada Blok I.B.1, Blok I.B.7, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok 
I.B.18, Blok I.B.23, dan Blok I.B.24; 

g. Sub-Zona cagar budaya di SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok 
I.A.9; 

h. Sub-Zona badan air di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, 
Blok I.A.9, Blok I.A.15, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23; SWP I.B 
pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.12, Blok 
I.B.23, Blok I.B.18, dan Blok I.B.24;  

i. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP 
I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.13, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok 
I.B.24, Blok I.B.34; 

j. Sub-Zona pembangkitan tenaga Listrik di SWP I.B pada Blok 
I.B.1, dan Blok I.B.4; 

k. Sub-Zona kawasan peruntukani di SWP I.A pada Blok I.A.4; 
l. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, 

Blok I.A.15, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok 
I.B.1, dan Blok I.B.23; 

m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok 
I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada 
Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.13, Blok I.B.18, dan Blok 
I.B.24; 

n. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.A pada Blok 
I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.23, dan Blok I.B.34; 

o. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.20; 
SWP I.B pada Blok I.B.7, dan Blok I.B.23; 
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p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota di SWP I.A pada 
Blok I.A.1, dan Blok I.A.2; 

q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.A pada 
Blok I.A; SWP I.B pada Blok I.B.1; 

r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP I.B pada 
Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.18, 
Blok I.B.24; 

s. Sub-Zona perkantoran di SWP I.B pada Blok I.B.18, Blok 
I.B.23, dan Blok I.B.34; 

t. Sub-Zona pertahanan dan keamanan di SWP I.A pada Blok 
I.A.23; 

u. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di SWP I.B 
pada Blok I.B.4; dan 

v. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, 
Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.15, Blok I.A.20, dan Blok 
I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok 
I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.24, dan 
Blok I.B.34. 

(7) Ketentuan Khusus pada kawasan rawan bencana tsunami 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), meliputi: 
a. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan 

jenis sesuai dengan kajian teknis dan hasil analisis risiko 
bencana tsunami; 

b. pembatasan kegiatan permukiman, industri, pariwisata 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 
mempertimbangkan faktor kebencanaan;  

c. penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebencanaan, 
seperti bangunan pengaman pantai, jalur evakuasi bencana, 
ruang evakuasi bencana, penyediaan sistem peringatan dini 
tsunami, rambu peringatan, fasilitas pemantauan ancaman 
bencana, bangunan penentu batas pasang tertinggi; 

d. perlindungan fisik pantai sepanjang garis pantai sesuai 
karakteristik wilayahnya; 

e. pelarangan kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi 
bencana, mengganggu kepentingan pemantauan ancaman 
bencana; 

f. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut 
serta bentang alam garis pantai dan/atau kawasan sempadan 
pantai. 

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat 
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:  
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.A pasa Blok I.A.1, Blok I.A.8, 

Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.19, dan Blok I.A.21; SWP I.B 
pada Blok I.B.12, Blok I.B.17, dan Blok I.B.33; SWP I.C pada 
Blok I.C.15, Blok I.C.17, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok 
I.D.23, Blok I.D.25, dan Blok I.D.26; 
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b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.20, Blok 
I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.2, 
Blok I.B.5, Blok I.B.12, Blok I.B.23, Blok I.B.34, dan Blok 
I.B.36; SWP I.C pada Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.18, 
Blok I.C.19, Blok I.C.22, Blok I.C.23, dan Blok I.C.31; SWP I.D 
pada Blok I.D.23, dan Blok I.D.27; 

c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.8, Blok 
I.A.11, Blok I.A.20, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; 
SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, 
Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.23, dan Blok I.B.24; SWP I.C 
pada Blok I.C.6, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok 
I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok 
I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada 
Blok I.D.24; 

d. Sub-Zona taman RW di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.8, 
Blok I.A.11, Blok I.A.15, Blok I.A.18; SWP I.B pada Blok I.B.2, 
Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.12, Blok 
I.B.13, Blok I.B.24, dan Blok I.B.36; SWP I.C pada Blok I.C.12, 
Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.23, Blok I.C.24, 
Blok I.C.25, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok 
I.D.15, dan Blok I.D.16; 

e. Sub-Zona taman RT di SWP I.A pada Blok I.A.11, Blok I.A.14, 
dan Blok I.A.22; SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.21, Blok 
I.B.24, dan Blok I.B.34; SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.10, 
Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.18, Blok I.C.20, Blok I.C.23, 
Blok I.C.24, Blok I.C.25, dan Blok I.C.26; SWP I.D pada Blok 
I.D.22, dan Blok I.D.23; 

f. Sub-Zona pemakaman di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok 
I.A.10, Blok I.A.17, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23; 
SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.7, Blok I.B.11, 
Blok I.B.13, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.30, 
dan Blok I.B.31; SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.11, Blok 
I.C.13, Blok I.C.16, Blok I.C.18, 28, dan Blok I.C.31; SWP I.D 
pada Blok I.D.15, dan Blok I.D.27; 

g. Sub-Zona jalur hijau di SWP I.A pada Blok I.A.10, Blok I.A.11, 
Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, 
Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24 ; SWP I.B pada Blok 
I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.10, 
Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.22, 
Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.27, Blok I.B.29, dan Blok 
I.B.31 ; SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.14, Blok 
I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok 
I.C.20. Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok 
I.C.26, Blok I.C.28, Blok I.C.29, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada 
Blok I.D.11, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.21, Blok I.D.22, 
Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok 
I.D.27; 
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h. Sub-Zona cagar budaya di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, 
Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; 

i. Sub-Zona badan air di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, 
Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.15, Blok I.A.16, 
Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.22, 
Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok 
I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, 
Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, 
Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.23, 
Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.31, 
dan Blok I.B.33; SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok 
I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok 
I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada 
Blok I.D.11, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.21, Blok I.D.22, 
Blok I.D.23, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27; 

j. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.A pada Blok I.A.12, Blok 
I.A.14, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, 
Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.14, 
Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.21, 
Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, 
Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, 
Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, dan Blok 
I.B.36; SWP I.C pada Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, 
Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, 
Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, 
Blok I.C.31; 

k. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik di SWP I.B pada Blok 
I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.7; SWP I.C pada Blok I.C.13; 

l. Sub-Zona kawasan peruntukan industri di SWP I.A pada Blok 
I.A.4; 

m. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, 
Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, 
dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok 
I.B.12, dan Blok I.B.23; SWP I.C pada Blok I.C.14; 

n. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok 
I.A.1, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok 
I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok 
I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.23; SWP 
I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok 
I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9 Blok I.B.10, Blok 
I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.17, Blok 
I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok 
I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, dan 
Blok I.B.31; SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.10, 
Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, 
Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.22, 
Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.28, 
Blok I.C.29, Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.15, Blok 
I.D.16, Blok I.D.22, Blok I.D.25, dan Blok I.D.26; 
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o. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.A pada Blok 
I.A.4, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada 
Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.13, 
Blok I.B.15, Blok I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.23, Blok I.B.29, 
Blok I.B.30, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, 
dan Blok I.B.36; SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok 
I.C.15, Blok I.C.19, Blok I.C.20, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada 
Blok I.D.21, dan Blok I.D.27; 

p. Sub-Zona SPU skala kota di SWP I.A pada Blok I.A.22; SWP 
I.B pada Blok I.B.17, Blok I.B.22, dan Blok I.B.30; SWP I.C 
pada Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.11, Blok I.C.19, Blok 
I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok 
I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan 
Blok I.D.27; 

q. Sub-Zona SPU skala kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.12, 
dan Blok I.A.22; SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.32; 
SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.9, Blok I.C.22, Blok I.C.25, 
dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.25, dan Blok I.D.27; 

r. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.7, 
Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.20, Blok I.A.21, 
dan Blok I.A.24; SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok 
I.B.10, dan Blok I.B.23; SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.11, 
Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.23, 
Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; SWP I.D 
pada Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.21, Blok I.D.24, dan 
Blok I.D.25; 

s. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota di SWP I.A pada 
Blok I.A.1, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan 
Blok I.A.12; SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.11, 
Blok I.B.17, dan Blok I.B.36; SWP I.C pada Blok I.C.8, Blok 
I.C.9, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok 
I.C.19, dan Blok I.C.25; SWP I.D pada Blok I.D.15, dan Blok 
I.D.22; 

t. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.A pada 
Blok I.A.1, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, 
Blok I.A.14, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok 
I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok 
I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.30, dan Blok 
I.B.33; SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok 
I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.19, Blok 
I.C.21, Blok I.C.23, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada 
Blok I.D.24, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27; 

u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP I.A pada 
Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.24, 
dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok 
I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok 
I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.29, Blok I.B.30, dan 
Blok I.B.32; SWP I.C pada Blok I.C.10, Blok I.C.18, Blok 
I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok 
I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada 
Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27; 
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v. Sub-Zona perkantoran di SWP I.A pada Blok I.A.12, Blok 
I.A.16, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada 
Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.18, Blok I.B.23, 
Blok I.B.24, Blok I.B.31, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, 
dan Blok I.B.36; SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.9, Blok 
I.C.16, Blok I.C.23, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok 
I.D.15, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok 
I.D.25, dan Blok I.D.27; 

w. Sub-Zona pertahanan dan keamanan di SWP I.A pada Blok 
I.A.11, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, 
dan Blok I.A.25; 

x. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di SWP I.B 
pada Blok I.B.4; dan 

y. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, 
Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok 
I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok 
I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok 
I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok 
I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, 
Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok 
I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, V13, 
Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, 
Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, 
Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, 
Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.33, 
Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, Blok I.B.37, Blok I.B.38, 
dan Blok I.B.39; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.5, Blok 
I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok 
I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok 
I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok 
I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok 
I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, dan Blok I.C.31; 
SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.15, 
Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.19, Blok I.D.21, Blok I.D.22, 
Blok I.D.23, Blok I.D.24, V25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27. 

(9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat 
sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi: 
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.B pada Blok I.B.17, Blok 

I.B.33, dan Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok 
I.C.30; SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok 
I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, dan Blok I.D.11; 

b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan 
Blok I.A.5; SWP I.B pada Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.3, 
dan Blok I.C.29; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok 
I.D.10; 
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c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok 
I.A.5, Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.15, dan Blok I.B.37; 
SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.7, Blok I.C.29, 
dan Blok I.C.30; SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok 
I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.12; 

d. Sub-Zona taman RW di SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok 
I.A.3; SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27; 
SWP I.D pada Blok I.D.1, dan Blok I.D.6; 

e. Sub-Zona Taman RT di SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6; 
SWP I.C pada Blok I.C.7, dan Blok I.C.26; SWP I.D pada Blok 
I.D.2, dan Blok I.D.11;  

f. Sub-Zona pemakaman di SWP I.A pada Blok I.A.5, dan Blok 
I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.11, Blok I.B.16, Blok I.B.17, dan 
Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.27, 
dan Blok I.C.30; SWP I.D pada Blok I.D.6, dan Blok I.D.11;  

g. Sub-Zona jalur hijau di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, 
Blok I.A.6, Blok I.A.14, dan Blok I.A.19; SWP I.B pada Blok 
I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.33, dan Blok I.B.37; 
SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, 
Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.29, dan Blok I.C.30; SWP I.D 
pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.7, 
Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, 
Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, dan Blok I.D.20; 

h. Sub-Zona badan air di SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok 
I.A.3; SWP I.B pada Blok I.B.10, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok 
I.B.17, Blok I.B.26; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok 
I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.20, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan 
Blok I.C.29; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D2, Blok I.D3, 
Blok I.D7, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, 
Blok I.D.14, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.19, dan Blok 
I.D.20; 

i. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok 
I.A.5, dan Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.11, Blok I.B.15, 
Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.26, 
Blok I.B.30, dan Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok 
I.C.26, Blok I.C.29, dan Blok I.C.30; SWP I.D pada Blok I.D.1, 
Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.13, 
dan Blok I.D.20; 

j. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, 
Blok I.A.5, dan Blok I.A.6; SWP I.D pada Blok I.D.4; 

k. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok 
I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok 
I.B.11, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok 
I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.26, dan Blok I.B.30; SWP I.C pada 
Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok 
I.C.10, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan 
Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, 
Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok 
I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.19, Blok I.D.20; 
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l. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.A pada Blok 
I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok 
I.B.15, dan Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, 
Blok I.C.7, Blok I.C.20, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27; SWP I.D 
pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, 
Blok I.D.7, dan Blok I.D.10; 

m. Sub-Zona SPU skala kota di SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok 
I.C.20, Blok I.C.26, dan Blok I.C.29; 

n. Sub-Zona SPU skala kecamatan di SWP I.C pada Blok I.C.1, 
Blok I.C.2, dan Blok I.C.7; SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok 
I.D.7, dan Blok I.D.20; 

o. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.6; 
SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, 
Blok I.C.27; SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.8, Blok I.D.9, 
Blok I.D.11, Blok I.D.12, dan Blok I.D.20; 

p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota di SWP I.A pada 
Blok I.A.2, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok 
I.B.11, dan Blok I.B.17; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, 
Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7; SWP I.D pada Blok I.D.7, 
Blok I.D.9, dan Blok I.D.13; 

q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.A pada 
Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.10, Blok I.B.11, dan Blok 
I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok 
I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.29, dan Blok I.C.30; SWP I.D pada 
Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok 
I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.19, dan Blok I.D.20; 

r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP I.B pada 
Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, dan Blok I.B.37; SWP I.C 
pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.26, Blok 
I.C.27, Blok I.C.29, dan Blok I.C.30; SWP I.D pada Blok I.D.4, 
Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.19, dan Blok 
I.D.20; 

s. Sub-Zona perkantoran di SWP I.A pada Blok I.A.6; SWP I.C 
pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok 
I.C.27; SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.11, dan 
Blok I.D.20; 

t. Sub-Zona pengelolaan persampahan di SWP I.A pada Blok 
I.A.2; 

u. Sub-Zona pertahanan dan keamanan di SWP I.B pada Blok 
I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.1; SWP I.D pada Blok 
I.D.2, dan Blok I.D.4; dan 

v. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, 
Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok 
I.A.13, dan Blok I.A.14; SWP I.B pada Blok I.B.6, Blok I.B.9, 
Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, 
Blok I.B.17, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.26, Blok I.B.30, 
Blok I.B.33, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok 
I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, 
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Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.13, 
Blok I.C.15, Blok I.C.20, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, 
Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; SWP I.D 
pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, 
Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, 
Blok I.D.13, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, 
Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27. 

(10) Ketentuan Khusus pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), meliputi: 
a. pemanfaatan ruang terbangun pada kawasan yang 

berpotensi gempa bumi dan/atau pernah mengalami gempa 
bumi dengan skala paling sedikit VI Modified Mercally 
Intensity (MMI) harus mengikuti ketentuan aturan bangunan 
tahan gempa; 

b. konstruksi bangunan didirikan harus tahan getaran/gempa 
dan perkuatan bangunan dengan mengikuti standard 
kualitas bangunan; 

c. penyediaan sistem peringatan dini bencana, papan 
informasi, jalur evakuasi bencana, dan ruang evakuasi 
bencana; dan 

d. pelarangan kegiatan permukiman, pariwisata, industri pada 
daerah batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan 
sungai, endapan pantai dan batuan lapuk, kawasan lembah 
bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor, jalur 
patahan dan rekahan geologi bumi. 

(11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat 
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi: 
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B 

pada Blok I.B.12 
b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.20, 

Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.23; 
c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.23; 

SWP I.B pada Blok I.B.13, Blok I.B.23; 
d. Sub-Zona taman RW di SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.12; 
e. Sub-Zona pemakaman di SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B 

pada Blok I.B.18, Blok I.B.23; 
f. Sub-Zona jalur hijau di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.12, 

Blok I.B.13, Blok I.B.18; 
g. Sub-Zona cagar budaya di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok 

I.A.9; 
h. Sub-Zona badan air di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, 

Blok I.A.9, Blok I.A.15, Blok I.A.20, Blok I.A.23; SWP I.B 
pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, Blok I.B.23; 

i. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.B pada Blok I.B.23; 
j. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik di SWP I.B pada Blok 

I.B.1, Blok I.B.4; 
k. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri di SWP I.A pada 

Blok I.A.4; 
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l. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, 
Blok I.A.15, Blok I.A.20, Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok 
I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, Blok I.B.23; 

m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok 
I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.20, Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok 
I.B.4, Blok I.B.18; 

n. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.A pada 
Blok I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.23; 

o. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.20; 
p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP I.B pada 

Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.18, Blok I.B.4; 
q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.B pada 

Blok I.B.1; 
r. Sub-Zona Perkantoran di SWP I.B pada Blok I.B.23; 
s. Sub-Zona pertahanan dan keamanan di SWP I.A 

pada Blok I.A.23; 
t. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di SWP I.B 

pada Blok I.B.4; dan 
u. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, 

Blok I.A.9, Blok I.A.15, Blok I.A.20, Blok I.A.23; SWP I.B 
pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok 
I.B.18, Blok I.B.23. 

(12) Ketentuan Khusus pada Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (11), meliputi: 
a. melakukan identifikasi mikrozonasi rawan bencana 

likuifaksi berdasarkan pengukuran para ahli; 
b. bangunan yang sudah berdiri ditingkatkan pondasi dan 

strukturnya; 
c. densifikasi pada tanah yang cenderung berpasir; 
d. area yang belum terbangun diarahkan menjadi RTH;  
e. jika sudah diterbitkan izin maka izin dapat ditinjau kembali. 
f. area yang jika sudah diterbitkan izinnya, maka bangunan 

yang akan dibangun wajib menggunakan pondasi yang 
cocok (tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah 
perbaikan tanah; pada pondasi yang dalam, gesekan pada 
lapisan likuifaksi harus diabaikan; tidak menggunakan tiang 
pancang yang rusak dan beton pratekan; menggunakan 
tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem 
pondasi); 

g. dilakukan relokasi bertahap pada lokasi dengan tingkat 
kerawanan bencana likuifaksi tinggi. 

(13) Kawasan rawan bencana yang tumpang tindih dengan Rencana 
Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan 
dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VII.B yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal 52 
(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, berupa tempat evakuasi 
sementara (TES), meliputi: 
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.A pada Blok I.A.8, Blok I.A.21; 

SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.30; SWP I.D pada Blok 
I.D.4 dan SWP I.D.25; 

b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.B pada Blok I.B.5, dan 
Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.15; SWP I.D pada Blok 
I.D.23; 

c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.B pada Blok I.B.15; SWP 
I.C pada Blok I.C.7; SWP D pada Blok I.D.24; 

d. Sub-Zona taman RT di SWP I.A pada Blok I.A.22, dan di SWP 
I.D Blok I.D.23;  

e. Sub-Zona Jalur Hijau di SWP I.C pada Blok I.C.29; 
f. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.B pada Blok I.B.8, Blok 

I.B.23, dan Blok I.B.37; 
g. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, 

Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.16, dan Blok I.A.21; SWP I.D 
pada Blok I.D.4; 

h. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok 
I.A.12; SWP I.D pada Blok I.D.4; 

i. Sub-Zona SPU skala kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.12; 
SWP I.C pada Blok I.C.7; SWP I.D pada Blok I.D.14; 

j. Sub-Zona SPU skala kota di SWP I.B pada Blok I.B.22; SWP 
I.C pada Blok I.C.21, dan Blok I.C.29; SWP I.D pada Blok 
I.D.23, dan Blok I.D.24; 

k. Sub-Zona perdagangan jasa skala SWP di SWP I.C pada Blok 
I.C.29;  

l. Sub-Zona perdagangan jasa skala WP di SWP I.A pada Blok 
I.A.12; 

m. Sub-Zona perkantoran di SWP I.A pada Blok I.A.22, di SWP 
I.D pada Blok I.D.6, Blok I.D.21, dan Blok I.D.23;  

n. Sub-Zona pengelolaan persampahan di SWP I.A pada Blok 
I.A.2; 

o. Sub-Zona pertahanan dan keamanan di SWP I.A pada Blok 
I.A.21, di SWP I.D pada Blok I.D.4; dan 

p. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.C pada 
Blok I.C.20.  

(2) Ketentuan Tempat Evakuasi Sementara (TES) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, 

untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa 
faktor yang mempengaruhi waktu tempuh; 

b. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400-600m (empat ratus 
sampai enam ratus meter) dari pusat permukiman atau 
aktivitas masyarakat; 
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c. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat 
ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, 
serta kepadatan jalur tersebut. Dengan asumsi kecepatan 
orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana 
diperkirakan paling cepat 2,5-3,6 km/jam (dua koma lima 
sampai tiga koma enam kilometer per jam); 

d. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala 
arah dengan berlari atau berjalan kaki; 

e. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan 
f. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi 

vertikal pada kawasan rawan bencana banjir tinggi. 
(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 
tercantum dalam Lampiran VII.C yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
Paragraf 5 

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan 
 

Pasal 53 
(1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

huruf d dengan luas 107,49 ha (seratus tujuh koma empat 
sembilan hektare), terdiri atas: 
a. kawasan sempadan pantai; dan 
b. kawasan sempadan sungai. 

(2) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, terdapat di: 
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.A pada Blok I.A.1, di SWP I.B 

pada Blok I.B.17, dan di SWP I.C pada Blok I.C.17; 
b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.B pada Blok I.B.23, 

SWP I.C pada Blok I.C.19, dan Blok I.C.23; 
c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.C pada Blok I.C.18; 
d. Sub-Zona taman RW di SWP I.C pada Blok I.C.17, Blok I.C.18; 
e. Sub-Zona pemakaman di SWP I.B pada Blok I.B.2, di SWP I.C 

pada Blok I.C.5, dan Blok I.C.16;  
f. Sub-Zona jalur hijau di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, 

Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, 
Blok I.A.19, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B 
pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok 
I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, dan Blok I.B.17; 
SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, 
Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.22, 
Blok I.C.23, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok 
I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.11, Blok 
I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok 
I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.26,  dan Blok I.D.27; 
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g. Sub-Zona cagar budaya di SWP I.A pada Blok I.A.9, dan Blok 
I.A.10; 

h. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.C pada Blok I.C.19, 
dan Blok I.C.23; 

i. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.15, dan Blok 
I.A.16, di SWP I.B pada Blok I.B.12; 

j. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok 
I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.16, Blok I.A.18,  dan Blok I.A.23; 
SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.10, Blok I.B.15, Blok I.B.16, 
dan Blok I.B.17; SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok 
I.C.4, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, dan 
Blok I.C.23; SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.6, Blok I.D.7, 
Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.17, 
dan Blok I.D.18; 

k. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.A pada Blok 
I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, 
dan Blok I.B.7; SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, 
Blok I.C.6, Blok I.C.15, Blok I.C.19, Blok I.C.20, dan Blok 
I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.21, dan Blok I.D.27; 

l. Sub-Zona SPU skala kota di SWP I.B pada Blok I.B.17; SWP 
I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.17, Blok I.C.21, Blok I.C.26, dan 
Blok I.C.27;  

m. Sub-Zona SPU skala kecamatan di SWP I.C pada Blok I.C.2, 
dan Blok I.C.5; 

n. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP I.C pada Blok I.C.4, 
dan Blok I.C.31; 

o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota di SWP I.A pada 
Blok I.A.2, di SWP I.B pada Blok I.B.17; SWP I.C pada Blok 
I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.15, dan Blok I.C.17; 

p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP I.B pada 
Blok I.B.2, Blok I.B.10, Blok I.B.16, dan Blok I.B.17; SWP I.C 
pada Blok I.C.18, dan Blok I.C.19; SWP I.D pada Blok I.D.15, 
Blok I.D.18, dan Blok I.D.27; 

q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.A pada 
Blok I.A.1, di SWP I.B pada Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok 
I.C.1, Blok I.C.6, dan Blok I.C.19; SWP I.D pada Blok I.D.12, 
Blok I.D.14, dan Blok I.D.26; 

r. Sub-Zona perkantoran di SWP I.A pada Blok I.A.16, di SWP 
I.C pada Blok I.C.5; SWP I.D pada Blok I.D.15, dan Blok 
I.D.22; 

s. Sub-Zona pertahanan dan keamanan di SWP I.D pada Blok 
I.D.2; dan 

t. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, 
Blok I.A.17, Blok I.A.18, dan Blok I.A.19; SWP I.B pada Blok 
I.B.10, Blok I.B.16, dan Blok I.B.17; SWP I.C pada Blok I.C.1, 
Blok I.C.3, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, 
dan Blok I.C.23; SWP I.D pada Blok I.D.15, Blok I.D.22, dan 
Blok I.D.23. 

(3) Ketentuan Khusus pada Kawasan Sempadan Sungai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan 
memperhatikan: 
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a. pengaturan radius yang dihitung berdasarkan keberadaan 
tanggul di dalam dan/atau di luar kawasan perkotaan; 

b. Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan Sempadan 
Sungai diatur dengan memperhatikan: 
1. penyediaan struktur buatan untuk pengamanan bencana, 

sarana dan prasarana untuk kepentingan operasi tanggap 
darurat bencana, bangunan pemantauan bencana, 
penyediaan sistem peringatan dini, serta jalur dan ruang 
evakuasi bencana; 

2. mitigasi bencana dan/atau dapat dilakukan relokasi pada 
kawasan permukiman yang berada di daerah potensi 
likuifaksi, rawan bencana tsunami, gelombang pasang, 
banjir rob, dan/atau abrasi tinggi; 

3. kawasan permukiman yang sudah berlokasi di dekat 
badan air ditata menurut kriteria kawasan tepian air dan 
tidak diperkenankan untuk dikembangkan luas dan 
jumlahnya; dan 

4. pelarangan kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi 
bencana dan kepentingan pemantauan ancaman 
bencana; 

c. diperbolehkan bersyarat melakukan penambangan bahan 
galian C dengan pengaturan memperhatikan batas lestari 
ekosistem lingkungan hidup; 

d. kegiatan masyarakat yang berbasis kearifan lokal sepanjang 
tidak bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan 
hidup tetap dipertahankan; 

e. kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya 
alam dan sumber daya buatan; dan 

f. upaya-upaya perlindungan setempat tetap dilaksanakan 
dengan ketentuan: 
1. mengendalikan semua jenis kegiatan yang mengganggu 

fungsi ekologis dan estetika kawasan; dan 
2. pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pertanian dan 

perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan 
konservasi tanah dan air. 

(4) Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, meliputi: 
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.A pada Blok I.A.1. 
b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.B pada Blok I.B.23; 
c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.23; dan 
d. Sub-Zona pemakaman di SWP I.B pada Blok I.B.23; 
e. Sub-Zona cagar budaya di SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok 

I.A.9; 
f. Sub-Zona pembangkit tenaga listrik di SWP I.B pada Blok 

I.B.1, dan Blok I.B.4; 
g. Sub-Zona kawasan peruntukan industri di SWP I.A pada Blok 

I.A.4; 
h. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, 

Blok I.A.15, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok 
I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, dan Blok I.B.23; 
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i. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok 
I.A.1, dan Blok I.A.4; 

j. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.A pada Blok 
I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.4, dan Blok I.B.23;  

k. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di SWP I.B 
pada Blok I.B.4; dan 

l. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, 
Blok I.A.9, dan Blok I.A.20; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok 
I.B.4, Blok I.B.9, dan Blok I.B.23. 

(5) Ketentuan Khusus pada Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan memperhatikan: 
a. Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a diatur radius paling sedikit 35m (tiga puluh lima 
meter) sampai dengan 100m (seratus meter) dari titik pasang 
pantai tertinggi, sesuai dengan bentuk, letak dan kondisi fisik 
pantai secara proporsional, dan ancaman terhadap bencana 
tsunami, abrasi dan gelombang pasang 

b. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang eksisting pada 
radius 35m (tiga puluh lima meter) untuk kegiatan 
permukiman, pariwisata, dan industri; 

c. pemanfaatan ruang pada radius di atas 35m (tiga puluh lima 
meter) wajib menerapkan pedoman bangunan bencana, 
rekayasa teknologi ramah lingkungan, menjaga keberlanjutan 
ekosistem yang selaras dengan fungsi lingkungan, sosial, dan 
ekonomi setempat; 

d. Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan Sempadan 
Pantai diatur dengan memperhatikan: 
1. pengelolaan air tanah untuk mengurangi intrusi air laut 

ke daratan; 
2. penyediaan struktur buatan untuk pengamanan bencana, 

sarana dan prasarana untuk kepentingan operasi tanggap 
darurat bencana, bangunan pemantauan bencana, 
penyediaan sistem peringatan dini, serta jalur dan ruang 
evakuasi bencana; 

3. mitigasi bencana dan/atau dapat dilakukan relokasi pada 
kawasan permukiman yang berada di daerah potensi 
likuifaksi, rawan bencana tsunami, gelombang pasang, 
banjir rob, dan/atau abrasi tinggi; 

4. kawasan permukiman yang sudah berlokasi di dekat 
badan air ditata menurut kriteria kawasan tepian air dan 
tidak diperkenankan untuk dikembangkan luas dan 
jumlahnya; dan 

5. pelarangan kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi 
bencana dan kepentingan pemantauan ancaman 
bencana. 

e. Kawasan Pariwisata yang berada pada Kawasan Sempadan 
Pantai diatur dengan memperhatikan: 
1. pengambilan air tanah mempertimbangkan potensi lestari 

air tanah; 
2. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata dan rekreasi 

alam dan buatan beserta fasilitas penunjangnya; 
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3. komposisi intensitas pemanfaatan ruang diatur KDB lebih 
kecil dari KDH; dan 

4. hak akses masyarakat diperbolehkan sepanjang tidak 
mengganggu kegiatan utama kawasan. 

f. upaya-upaya perlindungan setempat tetap dilaksanakan 
dengan ketentuan: 
1. mengendalikan semua jenis kegiatan yang mengganggu 

fungsi ekologis dan estetika kawasan; dan 
2. pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pertanian, 

perikanan, dan pergaraman dilaksanakan dengan 
memperhatikan konservasi tanah dan air. 

(6) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) tercantum dalam Lampiran VII.D dengan tingkat ketelitian 
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 
ini. 

 
Pasal 54 

(1) Ketentuan Khusus kawasan pertahanan dan keamanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, meliputi: 
a. Sub-Zona Taman Kota di SWP I.A pada Blok I.A.21, dan SWP 

I.D pada Blok I.D4; 
b. Sub-Zona Tanaman Pangan di SWP I.A pada Blok I.A.2, dan 

Blok I.A.5; 
c. Sub-Zona Pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, 

Blok I.A.5, dan Blok I.A.6; SWP I.D pada Blok I.D.4;  dan 
d. Sub-Zona Badan Jalan di SWP I.A pada Blok I.A.3, dan SWP 

I.D pada Blok I.D.4. 
(2) Ketentuan Khusus pada kawasan pertahanan dan keamanan 

yang tumpang tindih dengan Zona Ruang Terbuka Hijau sebagai 
berikut: 
a. Kawasan pertahanan dan keamanan peruntukkan ruangnya 

secara khusus dan terbatas diperuntukkan untuk kegiatan 
pertahanan dan keamanan negara yang dapat dikembangkan 
secara terpadu dengan fungsi kegiatan lainnya dengan tetap 
menjaga harmonisasi fungsi ruang dan kondisi lahan yang 
ada; 

b. penetapan kawasan pertahanan dan keamanan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan 
pertahanan dan keamanan; dan 

d. diperkenankan penyediaan infrastruktur pendukung 
kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta 
dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VII.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Wali Kota ini. 
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Paragraf 7 
Ketentuan Pelaksanaan 

 
Pasal 55 

(1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
huruf f, terdiri atas: 
a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;  
b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;  
c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan 

tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan 
d. aturan peralihan. 

(2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan 
kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu 
dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan 
dalam PZ. 

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan merupakan 
ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan 
Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif 
bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi 
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan 
memberikan dampak negatif bagi masyarakat. 

(4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat perangkat untuk: 
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR; 
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan 

dengan RDTR; dan 
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan 

dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan 
RDTR. 

(5) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang 
untuk mendukung perwujudan RTDR. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian 
insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(7) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai 
dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku 
untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum 
penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut 
diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar. 

(8) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
merupakan aturan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang 
yang berbeda dengan fungsi ruang Zona. 

(9) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
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Bagian Ketiga 
Teknik Pengaturan Zonasi 

 
Pasal 56 

(1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
43 huruf b, terdiri atas: 
a. bonus/incentive zoning dengan kode b; 
b. conditional uses dengan kode c; 
c. negotiated development dengan kode f; 
d. flood plain zoning dengan kode i; 
e. pelestarian cagar budaya dengan kode l; 
f. incentive spot zoning dengan kode m1; dan 
g. up zoning dengan kode m2. 

(2) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail 
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
IX.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 

 
Pasal 57 

(1) Teknik Pengaturan Zonasi bonus/incentive zoning dengan kode b 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2.b 

terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.10; SWP I.C pada Blok 
I.C.15; SWP I.D pada Blok I.D.15, Blok I.D.22, dan Blok 
I.D.26; 

b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.b 
terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.15; SWP I.C pada Blok I.C.5; 
SWP I.D pada Blok I.D.27; 

c. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1.b terdapat di 
SWP I.A pada Blok I.A.22; SWP I.B pada Blok I.B.22, Blok 
I.B.30; SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok 
I.C.11, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.26, Blok 
I.C.29, Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.21, Blok I.D.23, 
Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27; 

 
d. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2.b 

terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.27;  
e. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.b 

terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.27; 
f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-

1.b terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, 
Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok 
I.A.12; SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.11, Blok 
I.B.17, Blok I.B.36, di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, 
Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9 Blok I.C.14, Blok 
I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.2, Blok 
I.C.25; SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.13, Blok 
I.D.15, dan Blok I.D.22; 

  



  

62 
 

g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.b 
terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.10, 
Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.20, 
Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.25; SWP I.B 
pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, 
Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.30, Blok I.B.33, 
Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, 
Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9,Blok 
I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok 
I.C.23, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30; SWP I.D pada 
Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9 Blok 
I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.14, Blok I.D.17, Blok I.D.19, Blok 
I.D.20, Blok I.D.24, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27; 

h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-
3.b terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok 
I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.24, Blok I.A.25; SWP I.B pada 
Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok 
I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok 
I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok 
I.B.32, Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok 
I.C.4, Blok I.C.10, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok 
I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok 
I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31; SWP 
I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok 
I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok 
I.D.20, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27; 

i. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.b terdapat di SWP I.A 
pada Blok I.A.6,  Blok I.A.12, Blok I.A.16, Blok I.A.22, Blok 
I.A.24, Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok 
I.B.6, Blok I.B.23, Blok I.B.31, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok 
I.B.35, Blok I.B.36; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok 
I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.9, Blok I.C.16, Blok 
I.C.23, Blok I.C.27, Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok 
I.D.11, Blok I.D.15, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok 
I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.27, dan Blok I.D.6; 
dan 

j. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.b 
terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.24; SWP I.C pada Blok I.C.1; 
SWP I.D pada Blok I.D.22 dan Blok I.D.25. 

(2) Teknik Pengaturan Zonasi bonus/incentive zoning dengan kode b 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: 
a. izin diberikan kepada pengembang untuk meningkatkan 

intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan 
imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus 
menyediakan sarana publik tertentu, seperti RTH, 
terowongan penyeberangan, dan sebagainya; 

b. kegiatan pemanfaatan ruang masih dapat dioptimalkan 
pemanfaatan ruangnya pada lokasi saat ini; 

c. mempunyai integrasi antar-moda transportasi; 
d. mempunyai daya dukung dan daya tampung lingkungan dan 

infrastruktur yang masing mencukupi; dan 
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e. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang berupa KLB; 
f. besaran peningkatan intensitas pemanfaatan ruang yang 

melebihi aturan dasar untuk kegitan skala besar dan 
berpotensi menimbulkan dampak disepakati dalam FPR 
dengan pertimbangan ahli yang terkait; dan 

g. diterbitkan oleh Wali Kota setelah melalui pembahasan dan 
pertimbangan dari Forum Penataan Ruang. 

(3) Teknik Pengaturan Zonasi bonus/incentive zoning dengan kode b 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 
IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 

 
Pasal 58 

(1) Teknik Pengaturan Zonasi conditional uses dengan kode c 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, 
diberikan pada zona yang memiliki potensi bencana likuifaksi, 
meliputi: 
a. Zona pariwisata dengan kode W.c terdapat di SWP I.A pada 

Blok I.A.15, Blok I.A.20, Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok 
I.B.23; 

b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2.c 
terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.20; 
SWP I.B pada Blok I.B.4;  

c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.c 
terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.23; dan 

d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5.c terdapat di SWP 
I.B pada Blok I.B.12. 

(2) Teknik Pengaturan Zonasi conditional uses sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: 
a. izin diberikan pada Zona/Sub-Zona jika kriteria atau kondisi 

khusus Zona/Sub-Zona tersebut memungkinkan atau sesuai 
dengan pemanfaatan ruang yang diinginkan; 

b. orang atau badan usaha yang melakukan pembangunan 
wajib melakukan densifikasi pada tanah yang cenderung 
berpasir; 

c. menyiapkan sistem peringatan dini bencana; 
d. bangunan yang sudah berdiri wajib dilakukan penguatan 

pondasi dan struktur; 
e. area yang jika sudah diterbitkan izinnya, maka bangunan 

yang akan dibangun wajib menggunakan pondasi yang cocok 
(tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah 
perbaikan tanah; pada pondasi yang dalam, gesekan pada 
lapisan likuifaksi harus diabaikan; tidak menggunakan tiang 
pancang yang rusak dan beton pratekan; menggunakan 
tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem 
pondasi); dan 

f. dilakukan pembatasan aktivitas baru. 
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(3) Teknik Pengaturan Zonasi conditional uses dengan kode c 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 
IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 

 
Pasal 59 

(1) Teknik Pengaturan Zonasi negotiated development dengan kode f 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, meliputi 
Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.f terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.14; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.24, Blok I.B.31, Blok I.B.33, Blok 

I.B.34, Blok I.B.35, dan Blok I.B.36;  
c. SWP I.C pada Blok I.C.29; dan 
d. SWP I.D pada Blok I.D.9 dan Blok I.D.13. 

(2) Teknik Pengaturan Zonasi negotiated development dengan kode f 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: 
a. diberikan dalam rangka peningkatan intensitas pemanfaatan 

ruang yang didasarkan pada pemufakatan pengadaan lahan 
untuk infrastruktur dan/atau fasilitas publik; 

b. zona permukiman yang dikembangkan dengan konsep rumah 
deret yang menyediakan area pemakaman diperbolehkan 
menambah intesitas pemanfaatan ruangnya hingga 80 
(delapan puluh) persen;  

c. pada setiap lahan privat di tepi jalan yang dijadikan sebagai 
RTH (Jalur Hijau), pemilik lahan berhak memperoleh 
tambahan area terbangun dalam 1 (satu) kaveling yang sama 
seluas RTH yang dibebaskan baik dalam bentuk tapak 
ataupun vertikal; 

d. pemilik lahan dapat memanfaatkan area jalur hijau secara 
sementara (temporer dan tanpa perkerasan) sampai area 
tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Daerah; 
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e. area jalur hijau yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan 
peraturan perundangan-undangan untuk tutupan lahan non 
hijau yang dapat dimanfaatkan; dan 

f. Dalam hal area jalur hijau telah diakuisisi oleh Pemerintah 
Daerah, maka dapat dikembangkan sebagai RTH dalam 
bentuk Taman Kota. 

(3) Teknik Pengaturan Zonasi negotiated development dengan kode f 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 
IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 

 
Pasal 60 

(1) Teknik Pengaturan Zonasi flood plain zoning dengan kode i 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, meliputi: 
a. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.i terdapat di SWP I.B 

pada Blok I.B.18, dan Blok I.B.23; 
b. Sub-Zona pariwisata dengan kode W.i terdapat di SWP I.B 

pada Blok I.B.12, dan Blok I.B.23; 
c. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2.i 

terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.7, Blok I.B.13, Blok I.B.18, 
dan Blok I.B.24; 

d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.i 
terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.13 dan Blok I.B.23; 

e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-
3.i terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok 
I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.18; 

f. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.i terdapat 
di SWP I.B pada Blok I.B.7; 

g. Sub-Zona taman RW dengan Kode RTH-5.i terdapat di SWP 
I.A pada Blok I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.12, Blok I.B.13; 
dan 

h. Sub-Zona tanaman pangan dengan Kode P-1.i terdapat di 
SWP I.B pada Blok I.B.13 dan Blok I.B.24. 

(2) Teknik Pengaturan Zonasi flood plain zoning dengan kode I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: 
a. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir 

untuk mencegah dan mengurangi kerugian; 
b. dikelompokkan menjadi area yang tidak dilindungi dan area 

yang dilindungi; 
c. pada area yang tidak dilindungi, perlu dibatasi di mana saja 

kegiatan pembangunan akan dilarang untuk mencegah 
pertumbuhan sporadis; 

d. pada daerah yang dilindungi, hanya kegiatan pembangunan 
tertentu yang dapat diizinkan, yang tidak akan 
mengakibatkan kerusakan besar jika tindakan perlindungan 
gagal; dan 
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e. bangunan yang sudah ada pada daerah dataran banjir pada 
area yang dilindungi tidak diperkenankan menambah 
intensitas dan dilakukan rekonstruksi yang memudahkan 
meloloskan air (air tidak terhalang bangunan). 

(3) Teknik Pengaturan Zonasi flood plain zoning dengan kode i 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 
IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 

 
Pasal 61 

(1) Teknik Pengaturan Zonasi pelestarian cagar budaya dengan kode 
l sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e, meliputi 
Zona cagar budaya dengan kode CB.l terdapat di SWP I.A pada 
Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10. 

(2) Teknik Pengaturan Zonasi pelestarian cagar budaya dengan kode 
l sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. intensitas pemanfaatan ruang pada bangunan asli dan 

bersejarah tetap dipertahankan/ dipreservasi; 
b. intensitas kegiatan pemanfaatan ruang baru pada kaveling 

dalam Zona Cagar Budaya harus menyesuaikan dengan 
karakter Zona Cagar Budaya; 

c. kegiatan pemanfaatan ruang eksisting berupa perumahan, 
perdagangan dan jasa di dalam Zona Cagar Budaya 
intensitasnya dipertahankan; 

d. perubahan bangunan perumahan, perdagangan dan jasa 
yang berbeda dengan karakter kawasan Cagar Budaya atas 
persetujuan Pemerintah Daerah; 

e. zona cagar budaya harus dikelola dengan memperhatikan 
fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikan cagar 
budaya; dan 

f. pemanfaatan zona yang bertampalan dengan ketentuan 
khusus cagar budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, 
edukatif, apresiatif, dan religi. 

(3) Teknik Pengaturan Zonasi pelestarian cagar budaya dengan kode 
l sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
Lampiran IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

 
Pasal 62 

(1) Teknik Pengaturan Zonasi incentive spot zoning degan kode m1 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f, meliputi 
Zona pariwisata dengan kode W.m1 terdapat di SWP I.A pada Blok 
I.A.15. 

 
 
 
 
  



  

67 
 

(2) Teknik Pengaturan Zonasi incentive spot zoning degan kode m1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: 
a. diberikan kepada kegiatan pemanfaatan ruang di yang telah 

ada pada kawasan sempadan sungai sebelum aturan terkait 
sempadan sungai sudah ada; 

b. bangunan/fasilitas yang telah memiliki Hak Atas Tanah (HAT) 
tetap dipertahankan namun tidak diperkenakan menambah 
intensitas bangunan; 

c. bagian bangunan/fasilitas yang masuk dalam radius 
sempadan dikenakan retribusi bangunan gedung/kenaikan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 

d. bagian bangunan/fasilitas yang masuk dalam radius 
sempadan yang dijadikan ruang terbuka diberikan insentif 
berupa keringanan PBB atau diperbolehkan menambah 
ketinggian bangunan; dan 

e. ketentuan incentive spot zoning tidak berlaku pada kegiatan 
pemanfaatan di daerah bantaran sungai, daerah rawan 
abrasi, dan zona yang tidak memiliki HAT. Bangunan pada 
lokasi tersebut harus direlokasi. 

(3) Teknik Pengaturan Zonasi incentive spot zoning dengan kode m1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 
IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 

 
Pasal 63 

(1) Teknik Pengaturan Zonasi up zoning dengan kode m2 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g, meliputi: 
a. Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3.m2 terdapat di 

SWP I.A pada Blok I.A.5; SWP I.B pada Blok I.B.36 dan Blok 
I.B.37; 

b. Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4.m2 terdapat di 
SWP I.A pada Blok I.A.20 dan SWP I.C pada Blok I.C.11; 

c. Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.m2 terdapat di SWP I.D 
pada Blok I.D.6. 

(2) Teknik Pengaturan Zonasi up zoning dengan kode m2 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: 
a. diberikan untuk mengakomodir perubahan zonasi 

peruntukan lahan dari yang bernilai rendah menjadi yang 
bernilai tinggi; 

b. bangunan telah ada sebelum RTRW Kota Mataram Tahun 
2019 ditetapkan; 

c. memiliki Hak Atas Tanah (HAT) dan sudah memiliki izin 
pemanfaatan ruang; 

d. bukan lahan yang ditetapkan sebagai LSD; 
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e. dalam hal bangunan berada di dalam LSD, perubahan 
zonasinya dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi 
dari Kementerian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan 
Penertiban; 

f. zonasi ulang dilakukan pada saat revisi Rencana Tata Ruang 
dengan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan zona 
terbangun yang ditetapkan; dan 

g. lokasi selain yang belum disebutkan dalam Peraturan Wali 
Kota ini dapat dilakukan up zoning apabila memenuhi 
ketentuan di atas. 

(3) Teknik Pengaturan Zonasi up zoning dengan kode m2 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 
IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 

 
BAB VIII 

KELEMBAGAAN 
 

Pasal 64 
(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara 

partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang. 
(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam 
pelaksanaan Penataan Ruang. 

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal 
bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan 
tokoh masyarakat. 

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata 
kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan terkait koordinasi 
penyelenggaraan penataan ruang. 

 
BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 65 
(1) Jangka waktu RDTR Kecamatan Ampenan, Kecamatan 

Sekarbela, Kecamatan Mataram, dan Kecamatan Selaprang 
adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) 
kali dalam 5 (lima) tahun. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan 
kembali RDTR Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, 
Kecamatan Mataram, dan Kecamatan Selaprang dapat dilakukan 
lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. 
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(3) Perubahan lingkaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), berupa: 
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan; 
b. perubahan batas territorial negara yang ditetapkan dengan 

undang-undang; 
c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-

undang; atau 
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. 

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi 
pada Peninjauan Kembali Peraturan Wali Kota tentang RDTR 
Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan 
Mataram, dan Kecamatan Selaprang dapat direkomendasikan 
oleh Forum Penataan Ruang. 

(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), diterbitkan berdasarkan kriteria: 
a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam 

peraturan perundang-undangan; 
b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital 

nasional; dan/atau 
c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. 

(6) Peraturan Wali Kota tentang RDTR Kecamatan Ampenan, 
Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Mataram, dan Kecamatan 
Selaprang dilengkapi dengan materi teknis dan album peta yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

 
BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 66 
(1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, izin 

Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan: 
a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan 

tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; 
b. Pemanfaatan Ruang di WP I yang diselenggarakan tanpa izin 

Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan 
ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan 
disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini; dan 

c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya 
dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme 
penerbitan KKPR. 

(2) Kerugian yang timbul akibat pembatalan izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan penggantian 
melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan. 
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 67 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Mataram. 

 
Ditetapkan di Mataram 
pada tanggal 28 Maret 2024 
WALI KOTA MATARAM, 

 
 
 

H. MOHAN ROLISKANA 
 
Diundangkan di Mataram 
pada tanggal 28 Maret 2024 
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, 
 
 
                                      
LALU ALWAN BASRI 
 
 
BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 19 
 

Paraf Hierarki 
Sekretaris Daerah  
Kadis PUPR  
Kabid Tata Ruang  

Paraf Koordinasi 
Asisten Perekonomian & 
Pembangunan 

 

Kabag. Hukum  
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